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                  
                             
                   
 
Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). 
Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan 
mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan 
sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” 
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 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut:  
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث S|a s\ es (dengan titik di atas ) 
ج Jim j je 
ح H}a h} ha (dengan titik di bawah ) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Żal z\ zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
ix 
 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad s} es ( dengan titik di bawah ) 
ض ḍ d} de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa t} te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa z} zet (dengan titik di bawah ) 
ع „ain ...‘... koma terbalik di atas 
غ Gain g ge 
ؼ Fa f ef 
ؽ Qaf q qi 
ؾ Kaf k ka 
ؿ Lam l el 
ـ Mim m em 
ف Nun n en 
ك Wau w we 
ق Ha h ha 
ء Hamzah …ꞌ… apostrof 
ي Ya y ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahas Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
 َ Fathah a  : kataba كَ كَ كَ  
 ِ Kasrah  i  : zukira  كَر ُِذ 
x 
 
  Dhammah u  : yazhabu ُ كَ   ْكَ  
 
b. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:  





 ي  َ Fathah dan ya ai  kaifa : كَ  ْ كَ   
 و   Fathah dan wau au  كَؿ ْكَ   : haula 
 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 







 ا      َ Fathah dan 
alif atau ya 
 
a> 
a dan garis 
di atas 
 كَؿ كَ  = qāla 




i dan garis 
di atas 
ل ْ ِ = qīla 
 و        Fathah dan 
alif atau ya 
 
u> 
u dan garis 
di atas 
 ُؿ ْ ُكَػ  = yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu : 
a. Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhomah 
transliterasinya ada /t/. 
b. Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
Contoh :  ْ كَ  ْكَ  (t{alh}ah) 
xi 
 
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang  لا serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  ْؿ كَ  ْكَ ْا  ْكَ ْككَر : Raud}ah al-at}fa>l / Raud}atul atfa>l. 
 
5. Saddah (Tasydid) 
Saddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah. Contoh :   كَؿزَّ كَػ  (nazzala),  كَنّػبكَر (rabbana). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu ل ا . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 
menjadi 2 macam, yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata 
sandang yang diikuti huruf qamariyyah 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 
Baik diikuti dengan huruf syamsiyyah atau qamariyyah, kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung. 
Contoh: 
Asy-syamsu:  ُسْمزَّشلا







Sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah atau di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilabangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
 
 ل أ Akala 
 فك ختأ Ta‟khuduna 
 ؤنلا An-Nau‟u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri 
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan 
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf 
awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh: 
 
 ؿ سر  إ محمد  مك Wama> Muhammadun illa> rasu>l 
ينلم علا ّبر لله دملحا Al-hamdu lillahi rabbil ‘a>lami>n 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
xiii 
 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan  pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. Contoh: 
 
  ين زارلا يرخ  له الله ّفإك Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n / 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
  فا  لماك ل كلا  فكأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
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Yanuar Nur Aqsa, NIM: 12.21.11.031, “Implementasi Prinsip Kehati-
Hatian Dalam Pembiayaan Mura>bah{ah di BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta (Tahun 2014 - 2015)”. 
 
Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, karena sebagian 
besar dananya mengandalkan dana titipan dari masyarakat baik dalam bentuk 
tabungan maupun deposito. Perbankan hendaknya mampu mengelola kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian 
terutama dalam pemberian pembiayaan merupakan hal yang paling penting. 
Perbankan juga tidak luput dari masalah, masalah tersebut sering kita jumpai 
yakni pembiayaan macet, serta terdapat beberapa calon nasabah yang 
memalsukan identitas atau tidak jujur dalam memberikan informasi kepada 
perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimanakah prinsip 
kehati-hatian yang diatur menurut UU No. 21 Tahun 2008 dan Bagaimana 
implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mura>bah{ah di BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dianut 
oleh pihak perbankan syariah dalam memberikan pembiayaannya dengan cara 
lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya dalam melakukan pinjaman.  
Pelaksanaan prinsip kahati-hatian merupakan hal terpenting dengan tujuan 
untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. Serta dapat 
mengurangi dampak pembiayaan bermasalah. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, maksud dari 
penelitian lapangan yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan 
pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dengan cara 
tatap muka atau wawancara. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan 
Undang-undang  No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Meliputi aspek 














Yanuar Nur Aqsa, NIM: 12.21.11.031, “Implementation of the Principle 
of Prudence in Murabahah Financing in BPRS Central Syariah Surakarta 
(year 2014-2105) 
 
Business banking is a risky business, because most of the funds rely on 
public funds deposited in the form of savings and deposits. Banks should be able 
to manage its business activities based on the precautionary principle. 
Implementation of the precautionary principle, especially in the provision of 
financing is the most important thing. Banks are also not immune from problems, 
we often encounter the problem of financing the jam, and there are some who 
forge the identity of the prospective customer or dishonest in giving information 
to the banks. This study was conducted to determine How the precautionary 
principle is regulated by Law No. 21 of 2008 and How to implement the 
precautionary principle in financing murabaha in BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta. The precautionary principle is a principle embraced by the Islamic 
banking in providing financing by way of a more cautious in determining its 
clients in performing loans. 
Implementation of the principle of prudent is the most important thing with 
the intention of to realize a sound banking system, strong and sturdy. And can 
reduce the impact of problematic financing. 
This study uses field research,  purpose of the field research namely 
investigators going into the field to conduct observations of a phenomenon in a 
state of nature or by face to face interviews. 
The results of this study indicate that BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta implement the precautionary principle, in accordance with Act No. 21 
of 2008 concerning Islamic banking. Include aspects of sharia, character, 
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1. Latar Belakang Masalah 
Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, karena sebagian 
besar dananya mengandalkan dana titipan dari masyarakat baik dalam bentuk 
tabungan maupun deposito. Perbankan hendaknya mampu mengelola kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian 
terutama dalam pemberian pembiayaan merupakan hal penting yang bertujuan 
untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, professional dan 
bermaslahah
1
 bagi umat. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan, karena 
resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai 
usaha utama perbankan.  
Selain itu, kegagalan dalam pembiayaan dapat berakibat pada 
terpengaruhinya kesehatan dan kelangsungan usaha perbankan, karena 
munculnya pembiayaan bermasalah tersebut. Pembiayaan macet merupakan 
permasalahaan bagi semua lembaga keuangan baik syariah maupun 
konvensional, dikarenakan pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi 
lembaga keuangan, apabila terjadi pembiayaan macet maka akan sangat 
mempengaruhi pendapatan yang masuk. BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta pada tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan 
pada lembaga tersebut meningkat, yang disebabkan oleh tidak sesuainya 
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nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan 
dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan mempunyai 
rasa aman dalam setiap transaksi. Pembiayaan tersebut harus diterima 
pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan 
perjanjian antara pemohon pembiayaan dengan pihak Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS).  
Maka, sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya 
mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian 
(prudential principle). Untuk itu perbankan khususnya perbankan syariah 
perlu melakukan studi kelayakan (feasibility study) sebelum memberikan 
pembiayaan kepada calon nasabahnya.
2
 Studi kelayakan (feasibility study) 
adalah hasil studi yang menggambarkan keadaaan dan prospek suatu proyek, 




2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah prinsip kehati-hatian yang diatur menurut UU No. 21 
Tahun 2008? 
2. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan 
mura>bah{ah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta? 
 
3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
                                                 
2
 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, 
Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 
195.  
3
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan 
Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, (Jakarta : RajaGrafindo 
Persada, 2008), hlm. 335. 
3 
 
1. Untuk mengetahui prinsip kehati-hatian kehati-hatian yang diatur menurut 
UU No. 21 Tahun 2008.  
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan 
mura>bah{ah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta. 
 
4. Manfaat Penelitian 
Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mampu mengetahui 
manfaat dari implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan 
mura>bah{ah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta. Baik sesuai dengan 
Undang-undang perbankan syariah, maupun ditinjau dari hukum islam 
(mu’amalah). Sebagai wahana untuk mengimplementasikan, mengembangkan 
ilmu pengetahuan, dan menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah. 
Mengurangi dampak pembiayaan yang bermasalah berdasarkan prinsip kehati-
hatian. Serta sebagai penjelas atau memperkuat atas hasil penelitian-penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 
  
5. Kerangka Teori 
1. Prinsip Kehati-hatian 
Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha 
perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 29 ayat (2) UU 
No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa “bank wajib 
memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan 
modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan 
4 
 
wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”4 
Sedangkan dalam ketentuan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah menjelaskan bahwa “perbankan syariah dalam 
melakukan kegiatan ushanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi 
ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”5 
Perbankan dalam memberikan pinjaman pembiayaan kepada nasabah 
harus mempunyai beberapa prinsip yaitu analisis 5C dan 7P, berikut 
prinsip-prinsip analisis 5C dan 7P antara lain : 
a. Analisis 5C  
1) Character yaitu sifat atau watak seseorang. 
2) Capacity yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah 
dalam membayar angsuran. 
3) Capital yaitu untuk melihat penggunaan modal, apakah digunakan 
secara efektif atau tidak. 
4) Condition yaitu untuk menilai suatu pembiayaan hendaknya juga 
dinilai dari kondisi ekonomi, sosial, & politik yang ada sekarang, 
dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Serta penilaian 
kondisi usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek atau 
tujuan yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan/pembayaran 
angsuran macet sangat kecil. 
5) Collateral yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik fisik 
ataupun nonfisik. 
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 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, [pdf]. 
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b. Analisis 7P  
1) Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau 
tingkah lakunya sehari-hari. Serta mencakup sikap, emosi, tingkah 
laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah serta 
menyelesaikannya. 
2) Party yaitu mengklasifikasikan atau menggolongkan nasabah 
dalam golongan tertentu. 
3) Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan 
pembiayaan. 
4) Prospect yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang. 
5) Payment yaitu mengetahui nasabah untuk mengembalikan 
pinjaman. 
6) Profitability yaitu menganalisa kemampuan nasabah. 
7) Protection yaitu menjaga agar pinjaman yang diberikan 
mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pinjaman yang 
diberikan benar-benar aman. 
Dengan melaksanakan analisa prinsip 5C dan 7P sebagai analisa 
pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, berarti sudah 
melaksanakan prinsip kehati-hatian. 
 
2. Pengertian Mura>bah{ah : 
Mura>bah{ah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang 
disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual 
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menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan 
besarnya keuntungan yang diperolehnya. Menurut Faqih Mazhab Hanafi, 
Marghinani (w. 593/1197), sebagaimana dikutip oleh Veithzal Rivai, 
bahwa membenarkan keabsahan mura>bah{ah berdasarkan syarat-syarat 
yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam mura>bah{ah, dan 
juga karena orang memerlukannya. Menyatakan mura>bah{ah adalah boleh 
tanpa ada penolakan sedikit pun.
 6
 
Dalam pembiayaan mura>bah{ah, penjual menyebutkan harga pembelian 
barang kepada kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam 
jumlah tertentu. 
Mura>bah{ah merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana yang 
dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha. Secara 
umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan 
pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak 
bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi 
pembiayaan bank tersebut kepada bank syariah dengan menambah 
sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang 
terdapat pada perjanjian mura>bah{ah yang telah disepakati sebelumnya 
antara nasabah dengan bank syariah.  
a. Rukun-rukun dalam mura>bah{ah, antara lain :  
1) Ba’i = penjual (pihak yang memiliki barang). 
2) Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang). 
                                                 
6




3) Mabi’ = barang yang akan diperjual-belikan. 
4) Tsaman = harga. 
5) Ijab Qabul = peryataan tanda terima. 
b. Syarat-syarat dalam mura>bah{ah, antara lain : 
1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah 
ditetapkan. 
3) Kontrak harus bebas dari riba. 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli, apabila terjadi 
kecacatan atas suatu barang sesudah pembelian. 
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Terdapat penelitian sebelumnya, yaitu : 
Karya Mochtar Nofianto, membahas mengenai “Analisis Pengaruh 
Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy 
Terhadap Realisasi Pembiayaan Mudharabah pada BMT di Kabupaten 
Sukoharjo” bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara character, capital, 
capacity, collateral, dan condition of economy pada BMT yang terdapat di 
Kabupaten Sukoharjo. Penelitian tersebut memakai metode deskriptif 
kuantitatif, populasi adalah seluruh BMT yang terdapat di Kabupaten 
Sukoharjo dan diambil sampel sebanyak 30 BMT yang terdapat di Kabupaten 
Sukoharjo. Realisasi pembiayaan mudharabah pada BMT Kabupaten 
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Sukoharjo adalah 53,9 %. Dengan penelitian yang telah dibahas oleh M. 
Nofianto dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai analisa 




Karya Sukma Atmaja Wanirat, membahas mengenai “analisis 
pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dan penanganan wanprestasi 
(studi kasus di KJKS BMT Sejahtera Kadipiro)” penelitian tersebut memuat 
beberapa pengertian tentang perjanjian, dan pembiayaan. BMT Sejahtera 
Kadipiro menggunakan murabahah bil wakalah dalam akadnya dimana cara 
pengadaan barang dan penerimaan barang diwakalahkan kepada nasabah atau 
pembeli. Jadi, nasabah yang mencari dahulu barang yang diinginkan dan pihak 
BMT akan membiayai terlebih dahulu barang tersebut dan sudah sah menjadi 
milik pihak BMT dan kemudian dijual dengan harga jual kembali kepada 
pihak nasabah dengan memberitahukan harga pokoknya. Sedangkan untuk 
menangani nasabah yang melakukan kredit macet maka akan dilakukan 
dengan cara penanganan jika debitur wanprestasi. Pertama, penjadwalan 
kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran nasabah. Kedua, persyaratan dan 
penataan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan. Ketiga, 
dengan jalan penyitaan barang dan melakukan pelelangan barang.
8
 
Dalam buku “Akad dan Produk Bank Syariah” karya Ascarya memuat 
beberapa pengertian akad dan produk-produk yang dimiliki oleh perbankan 
syariah. Serta “Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan 
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 (Jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta: 2013) 
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 (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta: 2015) 
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Pembiayaan Mikro” karya Ali Suyanto Herli juga membahas mengenai 
pengertian dan pengelolaan perbankan. 
Karya Upia Rosmalinda, membahas mengenai “Prinsip Kehati-hatian 
Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS 
Bumi Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)”. Dari hasil 
penelitian tersebut dapat diketahui yaitu prinsip kehati-hatian cenderung 
kurang efektif diterapkan, disamping lemahnya pengontrolan dari Bank 
Indonesia. Oleh karena itu, perlu aturan tambahan dalam prinsip ini melalui 
screening monitoring, perpanjangan perubahan atas sebagian atau seluruh 
syarat perjanjian pembiayaan bermasalah, ini dilakukan dengan melakukan 




Karya Zumrotun Nasikhah, membahas mengenai “Penerapan Prinsip 
Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Resiko 
Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah 
Pemalang)”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penerapan 
prinsip kehati-hatian di KJKS BTM Pemalang adalah dengan menggunakan 
analisis kelayakan 6’C principles (character, capacity, capital, condition, 
collateral, constrains) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis 
character (karakter), capacity (kemampuan) dan collateral (agunan) yang 
dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan 
kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Selain itu, menerapkan 
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 (Magister Studi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2011) 
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ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan 
adanya pengawasan, akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh 
KJKS BTM Pemalang belum maksimal dan kurangnya sumber daya manusia 
yang memadai yang pada akhrinya membatasi program pengawasan.
10
 
Secara umum dari keempat penelitian yang sudah dilakukan, terdapat 
kaitan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai prinsip kehati-hatian. Akan 
tetapi lebih khusus lagi penulis ingin meneliti “Implementasi Prinsip Kehati-
hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Mura>bah{ah Bermasalah Menurut UU 
No. 21 Tahun 2008 (Studi Kasus Di BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
Tahun 2014-2015)” terdapat perbedaan tempat dan pembahasan mengenai 
obyek yang akan diteliti. Sehingga penelitian ini layak untuk diajukan.  
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 
research), maksud dari penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti 
berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 
fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau in situ.
11
 Menggunakan 
pendekatan kualitatif yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik 
berupa data lisan, rekaman maupun data tertulis (dokumen) sedang 
maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan 
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 (Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 
Semarang : 2015) 
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teori, sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah 
non statistik. Dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik 
buku, kajian, atau yang lainnya dan dapat dipergunakan untuk 
memperkuat penelitian. 
2. Sumber Data 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, 
yakni berupa wawancara dengan Direksi, Account Officer di BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta.  
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai teori dan 
informasi tidak langsung yang bersumber dari buku, jurnal, dan 
internet yang sesuai dengan tema penelitian ini. Diharapkan mampu 
untuk menunjang dalam penelitian ini.  
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan atau dilaksankan di BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta, mengingat terdapat nasabah yang mengajukan 
pembiayaan pada perbankan syariah tersebut, dengan aturan-aturan yang 
telah ditetapkan. Serta setelah sharing atau berbincang-bincang dengan 
karyawan BPRS Central Syariah Utama Surakarta, maka peneliti ingin 
mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian pada lembaga tersebut. 
Apabila proposal penelitian ini telah disetujui maka peneliti akan 
secepatnya membuat rencana atau jadwal penelitian, tak lupa peneliti juga 





4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 
beberapa teknik yang pertama adalah wawancara yaitu suatu metode 
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan direksi, atau 
karyawan yang terdapat di BPRS Central Syariah Utama Surakarta melalui 
media tanya jawab dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) 
untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini. 
Serta dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode 
pengumpulan data berupa sumber tertulis, baik foto, arsip dari BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta mengenai lokasi penelitian dan informasi 
yang dibutuhkan untuk menunjang dalam penelitian ini. Kemudian data 
tersebut diarsipkan atau dikumpulkan agar menjadi suatu bacaan yang 
utuh dan dapat di pertanggungjawabkan. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bagian yaitu; 
Pendahuluan, Landasan Teori, Deskripsi Data Penelitian, Analisis, dan 
Penutup. 
Pada bagian pertama, merupakan Pendahuluan. Penelitian ini dilakukan 
untuk memperkenalkan tentang penjelasan umum mengenai rancangan desain 
penelitian yang berisi; Latar Belakang Masalah (dilakukan untuk menjawab 
keingintahuan untuk mengungkapkan suatu kreativitas atau mencari jawaban 
mengenai objek yang akan diteliti), Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
13 
 
Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan 
Sistematika Penulisan. 
Pada bagian kedua akan membahas mengenai Landasan Teori, dalam Bab 
ini menguraikan tentang Pembiayaan, Mura>bah{ah, Deskripsi Fatwa DSN-MUI 
tentang Mura>bah{ah, Deskripsi UU No. 21 Tahun 2008, dan Prinsip Kehati-
hatian. 
Bagian ketiga membahas tentang Deskripsi Data Penelitian, dalam Bab ini 
menguraikan tentang Gambaran Umum mengenai PT. BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta, Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Prosedur Pemberian 
Pembiayaan, Produk dan Jasa, serta Struktur Organisasi, Manajemen, dan 
Manajemen Pembiayaan yang terdapat di BPRS Central Syari‟ah Utama 
Surakarta. 
Bagian keempat merupakan Analisis, dalam Bab ini menguraikan tentang 
Prinsip Kehati-hatian Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 dan 
Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Mura>bah{ah di BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta. 
Sedangkan bagian akhir merupakan Penutup, dalam Bab ini berisi uraian 
tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Serta penulis memberikan 
uraian dalam bab ini dengan saran-saran, dengan tujuan untuk memberi 
rekomendasi terhadap peneliti selanjutnya mengenai lembaga yang menjadi 








A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
1. Pengertian Pembiayaan 
Secara umum kegiatan suatu perbankan antara lain adalah 
penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan 
deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. 
Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe (saya percaya) atau I 
Trust (saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang berarti 
kepercayaan (trust), merupakan lembaga pembiayaan selaku shahibul mal 
menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 
diberikan. 
Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai 
dengan ikatan serta syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan 
bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT : 
                       
                             
     
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu1. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
                                                 
1
 Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang 
dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 
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kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Ma>’idah ayat 1)2 
 
Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa 
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil. 
Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa : 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna’; 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
                                                 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 156. 
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tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 
imbalan, atau bagi hasil. 
 
Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain (debt). 
Pembiayaan merupakan istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan 
yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawan. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan 
syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau 
diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  
 
2. Tujuan dan Fungsi pembiayaan 
Dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu masyarakat yang 
membutuhkan dana, untuk keperluan modal usaha atau untuk keperluan 
yang lainnya. Perbankan syariah juga memperoleh keuntungan dengan 
adanya pembiayaan yang diperoleh dari usaha yang dikelola dengan 
nasabah. Oleh karena itu, perbankan syariah hanya akan menyalurkan 
pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau 
mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. 
Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur 
keuntungan (profitability) dan sekaligus juga unsur keamanan (safety) dari 
suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan 
demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang 
berubah menjadi hasil yang diterima. Sedangkan unsur kedua yaitu 
17 
 
keamanan (safety) merupakan fasilitas yang diberikan perbankan syariah, 
harus benar-benar terjamin sehingga tujuan keuntungan (profitability) 
dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. 
Akan tetapi kebanyakan sektor lembaga keuangan syariah, termasuk 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) penuh dengan hambatan dalam 
proses pembiayaan. Dengan adanya masalah tersebut, maka perbankan 
syariah harus mampu mengurangi hambatan dengan prinsip kehati-hatian 
kepada setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Pembiayaan 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian.
3
 
Dengan adanya pembiayaan dapat berfungsi Pertama, pembiayaan 
dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang. Nasabah yang 
telah melakukan transaksi, menabung atau menyimpan uangnya dalam 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maka dengan modal/uang 
tersebut dikembangan oleh pihak perbankan dengan diberikannya 
pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana. Kedua, pembiayaan 
dapat meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. Produsen dengan 
adanya bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga daya 
guna dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan 
pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang 
kegunaannya kurang tempat yang lebih bermanfaat. 
Ketiga, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Manusia 
merupakan makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yang selalu 
                                                 
3
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan 
Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, (Jakarta : RajaGrafindo 
Persada, 2008), hlm. 5-6. 
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berusaha memenuhi kebutuhannya. Manusia selalu berusaha dengan 
segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan 
dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pengusaha 
akan selalu berhubungan dengan perbankan untuk memperoleh bantuan 
modal yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya. 
 
3. Jenis Pembiayaan 




a. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis saat digunakan oleh 
seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembiayaan ini 
bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan 
lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. 
b. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk 
memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan 
bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan 
barang-barang yang sudah jadi. 
 




a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal 
kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, 
                                                 
4
 Ibid., hlm. 9-10. 
5
 Ibid., hlm. 12 & 14. 
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seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, 
barang dagangan, piutang. 
b. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau 
panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha dengan tujuan untuk 
merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. 
 
4. Bentuk Perjanjian Pembiayaan 
Perjanjian Pembiayaan yang dibuat secara notaris merupakan suatu 
akta otentik. Berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, suatu akta 
otentik memberikan hak kepada para pihak beserta ahli warisnya atau 
orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang 
sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta yang dibuat oleh 
seorang notaris mempunyai ketentuan sebagai akta otentik apabila 
dipenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan dalam Undang-undang 
Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam 
hal akta dibuat secara otentik, apa yang tertulis dalam akta merupakan 
peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dinyatakan oleh para pihak 





5. Fungsi Format Perjanjian Pembiayaan 
Setelah pihak perbankan syariah melakukan analisa terhadap calon 
nasabah penerima pembiayaan, untuk menentukan kemauan (willingness) 
                                                 
6
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014), hlm. 3. 
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dan kemampuan (capability) calon nasabah, serta calon nasabah telah 
menyepakati syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perbankan yang 
memberikan pembiayaan. Maka dituangkan kesepakatan itu dalam suatu 
perjanjian yang disebut dengan “perjanjian pembiayaan”. Perjanjian 
merupakan dokumen penting, serta dalam perjanjian tersebut diatur hak 







6. Kualitas Pembiayaan 
Pembiayaan yang berkualitas, didasarkan atas resiko kemungkinan 
terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi 
kewajiban-kewajiban untuk membayar angsurannya. Unsur utama yang 
menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil, 
pembayaran angsuran, dan pembayaran pelunasan pokok pembiayaan. 
Kualitas pembiayaan terdiri atas
8
 : 
a. Pembiayaan Lancar (Pass). Pembiayaan yang digolongkan lancar 
adalah pembayaran angsuran pokok secara tepat waktu, memiliki 
mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari pembiayaan yang dijamin 
dengan agunan tunai (cash collateral). 
b. Dalam Perhatian Khusus. Pembiayaan yang digolongkan dalam 
perhatian khusus adalah terdapat tunggakan angsuran pokok, mutasi 
                                                 
7
 Ibid., hlm. 27. 
8
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep …, hlm. 33-37. 
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rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 
diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru. 
c. Kurang Lancar. Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar adalah 
terdapat tunggakan angsuran pokok, mutasi rekening yang relatif 
rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih 
dari sembilan puluh hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang 
dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah. 
d. Diragukan. Pembiayaan yang digolongkan diragukan adalah terdapat 
tunggakan angsuran pokok, terjadi wanprestasi, terjadi kapitalisasi 
bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian 
pembiayaan maupun pengikatan jaminan. 
e. Macet. Pembiayaan yang digolongkan macet apabila terdapat 
tunggakan angsuran pokok, kerugian operasional ditutup dengan 
pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan 
tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. 
 
B. Mura>bah{ah  
1. Pengertian Mura>bah{ah 
Mura>bah{ah, yang berasal dari kata ribhun (keuntungan), adalah suatu 
transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Atau 
jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 
(margin) yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam arti 





 Sedangkan dalam daftar istilah buku himpunan 
fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijelaskan bahwa yang dimaksud 
mura>bah{ah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang 
lebih sebagai laba. 
 
2. Dasar Hukum Mura>bah{ah 
Para ulama sepakat bahwa hukum mura>bah{ah adalah boleh, karena 
mura>bah{ah sebagai akad dalam transaksi pembiayaan pada perbankan 
syariah yang berpedoman pada al-Qur‟an dan al-Hadits. Mura>bah{ah 
merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini 
mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada disemua bank 
islam.  
Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia 
yang diridhai oleh Allah SWT, sebagimana dalam firman-Nya : 
                    
                        
            
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
                                                 
9
 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 107. 
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janganlah kamu membunuh dirimu.
10
 Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa> ayat 29)11 
 
Hukum asal jual beli itu adalah boleh. Imam Syafi‟I berkata : “asal 
jual beli semuanya boleh, apabila dengan adanya ridho (kerelaan) antara 
kedua belah pihak”. Dengan dalil jual beli, sebagaimana firman Allah 
SWT : 
               
                       
                          
                             
                   
Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba12 tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila.
13
 Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 
                                                 
10
 Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, 
sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu 
kesatuan. 
11
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 122. 
12
 Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang 
disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan 
barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 
demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 
dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat 
Arab zaman jahiliyah. 
13




apa yang telah diambilnya dahulu
14
 (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil 
riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah ayat 275)15 
 
Pada hakekatnya mura>bah{ah merupakan jual beli, akan tetapi dengan 
pembayaran yang ditangguhkan sesuai dengan batas waktu yang telah 
ditentukan. Mura>bah{ah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan 
harga barang, harga asli pembelian penjual yang telah diketahui oleh 
pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli. 
Dalam islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan 
nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan 
dengan kebajikan tidaklah bersifat islami.  
Rufa‟ah meriwayatkan, bahwa dia telah keluar bersama Nabi 
Muhammad SAW ke mushola. Kemudian beliau menyaksikan ada orang 
yang saling melakukan jual beli. Beliau bersabda: “Hai para pedagang” 
mereka kemudian mengangkat kepala dan pandangan mereka tertuju 
kepada beliau, untuk memenuhi panggilannya. Beliau bersabda: “Bahwa 
para pedagang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang 
durjana, kecuali pedagang yang bertaqwa kepada Allah, taat, dan jujur.” 
(H.R. Imam At-Tirmidzi) 
Kemudian dari Abi Sa‟id diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: 
“Pedagang yang jujur lagi terpercaya, kelak akan bersama-sama para 
                                                 
14
 Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 
15
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 69. 
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Nabi dan orang-orang yang jujur, serta para syuhada.” (H.R. Imam At-
Tirmidzi) 
Dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, 
seperti yang tercantum dalam hadits: “Sesungguhnya jual beli itu harus 
dilakukan secara suka sama suka” (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). 
Apabila pembeli tidak menyukai barang yang akan dibeli, dan pembeli 
menyatakan batal sebelum akad diijabkan, maka jual beli itu tidak sah dan 




3. Rukun dan Syarat Mura>bah{ah antara lain17 : 
a. Rukun Mura>bah{ah 
1) Ba’i = penjual (pihak yang memiliki barang). 
2) Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang). 
3) Mabi’ = barang yang diperlukan (diperjual-belikan). 
4) Tsaman = harga barang. 
5) Ijab qabul antara penjual dan pembeli (pernyataan serah/tanda 
terima). 
b. Syarat Mura>bah{ah 
1) Syarat yang berakad (ba’i dan musytari) cakap hukum dan tidak 
dalam keadaan terpaksa. 
2) Barang yang diperjualbelikan (mabi’) tidak termasuk barang yang 
haram termasuk jenis dan mempunyai jumlah yang jelas. 
                                                 
16
 Wiroso, Jual Beli Mura>bah{ah, ed. Rifqi Muhammad, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 
hlm. 15. 
17
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep …, hlm. 146-147. 
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3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga 
pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya 
disebutkan dengan jelas. 
4) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan 
menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. 
5) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. 
6) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli, apabila terjadi 
kecacatan atas suatu barang sesudah pembelian. 
 
C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mura>bah{ah 
Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Mura>bah{ah
18
 yaitu : 
Pertama, ketentuan umum mura>bah{ah dalam Bank Syari‟ah : 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah{ah yang bebas riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini 
Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 
berikut biaya yang diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
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jangka waktu tertentu yang telah disepakati.  
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 
pihak ketiga, akad jual beli mura>bah{ah harus dilakukan setelah barang, 
secara prinsip, menjadi milik bank. 
 
Kedua, ketentuan mura>bah{ah kepada nasabah : 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau 
aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.  
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 
harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah 
disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian 
kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.  
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 
harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang 
muka, maka: 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 
membayar sisa harga. 
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 
tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 
kekurangannya. 
 
Ketiga, jaminan dalam Mura>bah{ah : 
28 
 
1. Jaminan dalam mura>bah{ah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang.  
 
Keempat, utang dalam Mura>bah{ah : 
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi mura>bah{ah 
tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan 
pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 
tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan utangnya kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia 
tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 
menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 
memperlambat pembayaran  angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan. 
 
Kelima, Penundaan Pembayaran dalam Mura>bah{ah : 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah 
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.  
 
Keenam, Bangkrut dalam Mura>bah{ah yakni jika nasabah telah dinyatakan 
pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang 
sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
 
D. Prinsip Kehati-hatian 
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian 
29 
 
Prinsip kehati-hatian juga disebut prudential principle, diambil dari 
bahasa inggris “prudent” yang artinya “bijaksana”. Istilah prudent sering 
dikaitkan dengan fungsi pengawasan dan manajemen perbankan. Prinsip 
kehati-hatian dalam fiqh muamalah, sering disebut dengan istilah gharar 
atau taghri>r yaitu sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau 
dipastikan kewujudannya secara matematis, rasional baik itu menyangkut 
barang (goods), harga (price) maupun waktu pembayaran uang atau 
penyerahan barang (time of delivery). Taghri>r dalam bahasa arab yaitu 
gharar yang berarti akibat, bencana, resiko, dan ketidakpastian. 
Menurut bahasa arab gharar adalah al-khathr (pertaruhan). Sehingga 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak 
jelas hasilnya (majhul al-‘aqibah). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa‟di, 
al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak 
jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga, dari 
penjelasan ini dapat diambil pengertian mengenai jual beli gharar adalah 




Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan 
(uncertainty). Unsur ini juga diharamkan dalam islam, gharar atau disebut 
juga taghri>r adalah sesuatu dimana terjadi incomplete information karena 
adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak 
yang bertransaksi). Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang 
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seharusnya bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). Jadi, 
dengan adanya prinsip kehati-hatian dalam transaksi pembiayaan 
menghindarkan nasabah dari ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam 
menyimpan dananya di perbankan syariah. 
Prinsip kehati-hatian (prudential banking) adalah prinsip yang dianut 
oleh pihak perbankan dalam memberikan pembiayaannya dengan cara 
lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya dalam melakukan pinjaman. 
Pelaksanaan prinsip kahati-hatian merupakan hal terpenting dengan tujuan 
untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. Krisis 
perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1997 - 2015 menunjukkan 
betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian 
dalam perbankan.  
Oleh karena itu dukungan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) 
dengan mewajibkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam suatu 
perbankan syariah merupakan solusi yang terbaik dalam rangka menjaga 
dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya 
menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Dalam 
perkembangan kegiatan usaha perbankan tidak selalu berjalan dengan 
baik, hal tersebut dapat dilihat pada masalah pembiayaan.
20
 Salah satu 
kewajiban yang harus dipenuhi adalah tentang keharusan penerapan 
“prinsip mengenal customer” (Know Your Customer Principles). Prinsip 
                                                 
20
 Wahyu Novianto Eko Purnama, Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka 
Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN 
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 3-4. 
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mengenal customer merupakan suatu hal baru, maka dibutuhkan suatu 
pedoman dalam rangka pelaksanaanya.  
Menyadari bahwa prinsip mengenal customer juga dapat diterapkan 
dalam menjalankan suatu prinsip kehati-hatian dalam suatu perbankan 
syariah. Menyadari akan kebutuhan tersebut, perlu dibentuk task force 
untuk menyusun suatu pedoman standar penerapan prinsip mengenal 
customer yang untuk selanjutnya disebut dengan “pedoman standar.” 
Dalam menyusun pedoman standar ini, diharapkan dapat menyusun suatu 
pedoman pelaksanaan yang memenuhi persyaratan minimum yang 
ditetapkan dalam ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal customer, 
yang menjadi proteksi atau pencegahan dalam suatu pembiayaan. 
Maka, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu 
prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang 
lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya 
yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam 
kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.  
 
2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian 
Pelaksanaan prinsip kahati-hatian merupakan hal terpenting dengan 
tujuan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. 
Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi 
kelayakan (feasibility study) sebelum memberikan pembiayaan kepada 
nasabahnya. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan 
usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 
32 
 
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bahwa “perbankan indonesia dalam 
melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian”.21 Oleh sebab itu, maka prinsip 
kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan 
diterapkan dalam kegiatan usahanya. 
Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 
tentang perbankan syariah, kembali mempertegas kewajiban perbankan 
syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menerapkan prinsip kehati-
hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip 
kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank syariah dan UUS 
dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 
menetapkan bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan 
usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip 
kehati-hatian.”22 Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi bank 
syariah dan UUS mendapat penegasan dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) 
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa “Bank 
                                                 
21
 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan 
Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 
195. 
22
 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, ed. Tarmizi dan 
Suryani, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 143-144. 
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Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan 
prinsip kehati-hatian.”23  
Sedangkan dalam pasal 23 disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS 
harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah 
penerima fasilitas pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada 
waktunya, sebelum Bank Syariah dan UUS menyalurkan dana kepada 
nasabah calon penerima pembiayaan untuk memperoleh keyakinan 
tersebut. Bank Syariah dan UUS wajib melakukan penilaian secara 
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha 
dari calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan.
24
 
Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam penerapan sistem 
perbankan syariah. serta sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT
25
 : 
                      
                         
                     
                        
                  
                       
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 Ibid., hlm. 146. 
24
 Khotibul, Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya 
di Indonesia ..., hlm. 216. 
25
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep …, hlm. 201-202. 
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                       
                        
                       
                          
                      
                               
                    
             
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah26 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 
Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. Maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
dari orang-orang lelaki (di antaramu). 
 Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 
lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 
enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
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keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal 
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; 





Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa apabila seseorang 
bermu‟amalah (jual-beli, utang-piutang) hendaklah ia menuliskannya. 
Karena dengan demikian dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 
melakukan transaksi pembiayaan pada perbankan syariah. Prinsip kehati-
hatian juga diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT : 
                         
                      
                 
      
Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan 
Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 
diturunkan Allah). Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah 
menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan 
sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia 
adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-Ma>’idah ayat 49)28 
 
                                                 
27
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 70-71. 
28
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 168. 
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Diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 21 Tahun 2008 
tentang perbankan (BAB VI pasal 35) yaitu : Pertama, Bank Syariah dan 
UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip 
kehati-hatian. Kedua, Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan 
kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan 
perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun 
berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan 
berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan 
Bank Indonesia.  
Ketiga, Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan 
publik. Keempat, Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian 
terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah. Kelima, Bank Syariah wajib mengumumkan 
neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang 
ditentukan oleh Bank Indonesia. 
 
3. Implementasi Prinsip Kehati-hatian 
Perbankan syariah diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk 
pengelolaan perbankan berdasarkan hukum syar‟i (al-Quran dan al-
Hadits). Prinsip kehati-hatian ditujukan untuk menjaga kesehatan dan 
keamanan lembaga keuangan syariah yang erat kaitannya dengan 
perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika 
lembaga keuangan syariah tersebut bangkrut, walaupun tidak 
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menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Pengaturan ketentuan 
kahati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan 
dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan 
mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki 
potensi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya.
29
 
Perbankan syariah adalah salah satu unit bisnis, bahkan kalau 
dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat 
dengan resiko. karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak 
berhubungan dengan produk-produk perbankan yang mengandung resiko. 
Resiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah 
dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat perbankan 
syariah harus dapat mengendalikan resiko seminimal mungkin dalam 
rangka untuk memperoleh keuntungan yang maksimum.  
Resiko bagi bank atas transaksi mura>bah{ah berdasarkan pesanan yang 
bersifat mengikat ini adalah lebih kecil dari transaksi mura>bah{ah 
berdasarkan pesanan yang tidak bersifat mengikat. Sedangan penerapan 
prinsip kehati-hatian dalam fiqh muamalah yaitu menghindarkan sifat 
keraguan, ketidakpastian, atau ketidakjelasan dalam melakukan 
pembiayaan. Karena, dalam setiap transaksi fiqh muamalah 
menghindarkan sifat keragu-raguan atau ketidakjelasan dan tidak dapat 
dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis, rasional baik itu 
                                                 
29
 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, ed. Tarmizi dan 
Suryani, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 146-147. 
38 
 
menyangkut barang (goods), harga (price) maupun waktu pembayaran 
uang atau penyerahan barang (time of delivery). 
Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar 
bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, diberlakukannya 
prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap 
perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu 
























GAMBARAN UMUM BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA  
SURAKARTA 
 
A. Profil BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
1. Sejarah Berdirinya 
Sebelum berada dilokasi Jl. Hasanudin No. 109 B Srambatan - 
Surakarta, lokasi BPRS Central Syariah Utama (CSU) berada di Jl. Gatot 
Subroto No.192 D, RT 01/RW 03, Kratonan, Serengan - Surakarta 57153. 
Di lokasi tersebut BPRS Central Syariah Utama (CSU) mengontrak 
selama ± 2 tahun. Bersamaan dengan mulai diajukannya dua permohonan 
pendirian bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdahulu, dengan para tokoh 
KAHMI yang mempunyai tujuan yang sama untuk mendirikan Bank 
Pembiaayaan Rakyat Syariah di kota Surakarta. 
Harapan atas berdirinya BPRS Central Syariah Utama (CSU) adalah 
dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi bagi 
masyarakat. Kemudian membeli ruko di Jl. Hasanudin No. 109 B, 
Srambatan - Surakarta untuk mendirikan kegiatan produk dan jasa yang 
ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah tersebut. Penggunaan kantor 
BPRS Central Syariah Utama (CSU), diresmikan pada  hari Minggu, 11 
Maret 2012 oleh DR. Ir. H. Akbar Tandjung. 
Badan Hukum BPRS Central Syariah Utama (CSU) adalah Perseroan 
Terbatas (PT) dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Menteri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-45380.AH.01.01 Tahun 2008, 
pada tanggal 28 Juli 2008.  
Gambar 1.1 
Tanda Tangan Peresmian Kantor BPRS Central Syariah Utama 




Peresmian Penggunaan Kantor 
 
Jadi, PT. BPRS Central Syariah Utama (CSU) Surakarta sudah 
beroperasi menjalankan kegiatan yang berbasis dengan pembiayaan yang 
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menerapkan prinsip-prinsip syariah sudah lama. Dengan pindahnya lokasi 
perbankan syariah tersebut, yang semula di Serengan, kemudian di 
Srambatan Surakarta semoga dapat menjangkau semua kalangan 
masyarakat untuk bertransaksi di perbankan syariah tersebut. Izin prinsip 
dari Bank Indonesia No. 10/684/DPbS, tanggal 9 Mei 2008. Izin 
opersasional dari Bank Indonesia No. 11/1/KEP. GBI/DpG/2008, tanggal 
8 Januari 2009. PT. BPRS Central Syariah Utama (CSU) mulai beroperasi 
pada tanggal 10 Februari 2009. 
 
2. Visi dan Misi 
PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta terus berupaya 
memberikan pelayanan perbankan yang professional dan amanah, melalui 
produk dan jasa layanan yang aman, inovatif dan menguntungkan, serta 
terus tumbuh secara sehat, dengan kinerja dan reputasi positif. 
a. Visi : “Menjadi Bank Syariah Sehat, Profesional, dan 
Bermaslahah bagi Ummat.” 
b. Misi : 
1) Memberdayakan ekonomi umat dengan menjunjung tinggi 
prinsip keadilan dan manfaat untuk meningkatkan 
kesejahteraan umat secara berkelanjutan. 
2) Membangun budaya kerja perbankan yang dilandasi oleh nilai-
nilai Ibadah (lillahi ta’ala), Amanah (Trusty), Khabir (Expert), 
dan Ithqan (Excellent). 
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3) Memberikan solusi layanan keuangan universal berbasis 
keragaman akad syariah yang amanah dan mententramkan. 
 
3. Keunggulan 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta merupakan perbankan yang 
sedang tumbuh dan berkembang, sehingga sangat prospek untuk bermitra. 
Perbankan syariah tersebut dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS), dan dibawah regulasi serta pengawasan yang 
ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga simpanan yang 
dihimpun dan investasi yang ada akan aman. Apabila bertransaksi di 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta insyaAllah lebih mententramkan 
hati dan nurani yang ingin kafah dalam beriman dan berislam dikarenakan 
perbankan syariah terbebas dari riba, bunga (interest) dan dikelola sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
Gambar 1.3 
Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) 
          
Dana yang diinvestasikan dan disimpan di BPRS Central Syariah 
Utama (CSU) akan menguntungkan dengan menerapkan bagi hasil yang 
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kompetitif, dari hasil usaha dan investasi yang halal serta dapat bernilai 
ibadah. Sebagai katalisator (perubahan)
1
 bagi lahir dan tumbuhnya sistem 
ekonomi islam yang riil bersama lembaga penunjang lainnya, sebagai 
resolusi nyata ekonomi masyarakat. Terus tumbuh dan dikembangkan 
pelayanan terbaik (excellence/ahsanu amala), dan professional dengan 
penekanan pada semangat kewirausahaan, tolong-menolong, keunggulan 
manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan 
nilai tambah bagi stakeholders (organisasi bisnis) dan shareholder 
(pemegam saham). Serta mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan 
bersama agar setiap nilai tambah yang diperoleh dapat memberikan 
keberkahan dan ketentraman lahir dan batin, baik di dunia maupun di 
akherat. BPRS Central Syariah Utama Surakarta merupakan perbankan 
syariah yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga sangat 
prospek/menguntungkan untuk bermitra atau berwirausaha. 
 
4. Prosedur Pemberian Pembiayaan 
Pertama nasabah harus mengumpulkan Berkas. Kedua, nasabah harus 
mengisi Formulir Permohonan yang disediakan oleh BPRS Central 
Syariah Utama Surakarta. Ketiga, sesudah mengisi formulir permohonan 
pihak Customer Service (CS) akan melakukan disposisi. Disposisi adalah 
pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat 
                                                 
1
 http://kbbi.co.id/cari?kata=katalisator, diakses tanggal 30 Juni 2016, Jam 10:08 WIB. 
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Keempat, akan dilakukan survei yang dilakukan oleh Account Officer 
(AO), serta melakukan analisa pembiayaan. Mempunyai tujuan untuk 
mengetahui akad yang dipilih, kelayakan nasabah dalam membayar 
angsuran, kondisi usaha, ekonomi jaminan dan analisa karakter nasabah. 
Kelima, komite pembiayaan yang terdiri dari Account Officer, Admin, 
dan Direksi melakukan rapat untuk menentukan hasil dari pengajuan 
pembiayaan. Apakah disetujui atau ditolak, apabila disetujui maka 
pembiayaan direalisasi (pencairan) yang dilakukan oleh admin 
pembiayaan. 
 
B. Produk dan Jasa 
1. Produk Penghimpunan Dana (Funding) 
a. Tabungan iB UTAMA, merupakan simpanan yang dapat disetor dan 
diambil setiap saat.  
1) Keunggulan dan Fasilitas : 
a) Imbalan bonus sangat menarik, kompetitif, otomatis 
ditambahkan di rekening tabungan nasabah setiap bulannya. 
b) Dapat disetor dan diambil setiap saat selama jam kerja. 
2) Persyaratan : 
a) Setoran awal Rp. 25.000,- 
b) Setoran lanjutan minimal Rp. 10.000,- 
                                                 
2
 http://kbbi.web.id/disposisi, diakses tanggal 24 Mei 2016, Jam 16.28 WIB. 
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c) Fotokopi identitas diri. 
 
b. Tabungan iB ULTIMA, merupakan simpanan yang didesain untuk 
memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan yang cukup besar dan 
tidak bisa dipenuhi secara mendadak dan yang bersangkutan memiliki 
sumber dana yang tetap atau rutin, akan tetapi tidak terlalu besar. 
1) Keunggulan dan Fasilitas : 
a) Memiliki fleksibilitas yang komprehensif, karena: 
(1) Besarnya setoran awal bisa diatur sesuai dengan 
kemampuan. 
(2) Besarnya setoran bulanan bisa diatur sesuai dengan 
kemampuan keuangan dan penghasilan nasabah. 
(3) Jangka waktu program bisa diatur sesuai dengan 
kesempatan dan kemampuan nasabah. 
b) Memiliki tingkat keamanan yang komprehensif dengan multi 
proteksi (Comprehensive Safety with Comprehensive 
Protections), karena: 
(1) Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS). 
(2) Hanya diinvestasikan kepada kegiatan usaha yang sesuai 
dengan syari‟ah. 
(3) Hanya diinvestasikan dan dibiayakan kepada kegiatan 
bisnis yang benar-benar layak dan aman. 
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(4) Hanya diinvestasikan dan dibiayakan kepada nasabah yang 
memiliki jaminan atau agunan yang ditaksasi (taksiran 
tentang harga barang)
3
 dan diappraisal (taksiran nilai 




(5) Hanya diinvestasikan dan dibiayakan yang diikat melalui 
notariil. 
c) Memiliki tingkat manfaat yang sangat komprehensif dengan 
multi maslahah, multi benefit, dan multi advantage, karena: 
(1) Dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah, insya-Allah sesuai 
dengan syariah, penuh rahmah, dan barokah. 
(2) Peserta program simpanan ini akan mendapat Paket 
Program Simpanan, Bagi Hasil, dan hadiah. 
2) Persyaratan : 
a) Setoran awal sesuai kesepakatan program. 
b) Setoran lanjutan sesuai kesepakatan program dan bersifat tetap 
baik periode maupun jumlahnya. 
c) Fotokopi identitas diri. 
 
c. Tabungan iB PRIMA, merupakan produk simpanan yang didesain 
untuk memenuhi kebutuhan atas kondisi seseorang yang memiliki dana 
besar, sementara belum terpakai/termanfaatkan akan tetapi ingin tetap 
                                                 
3
 https://www.kamusbesar.com/taksasi, diakses tanggal 24 Mei 2016, Jam 16:20 WIB. 
4
 Ibid... /appraisal 
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aman dan produktif. Nishbah bagi hasilnya setara dengan Deposito, 
akan tetapi dapat ditarik atau dibreak sewaktu-waktu pada saat sudah 
dibutuhkan atau dipakai kecuali yang memastikan dananya selama 
minimal 12 bulan tidak akan terpakai dan tidak akan ditarik makan 
akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. 
1) Keunggulan dan Fasilitas : 
a) Memiliki Fleksibilitas, karena: 
(1) Setoran bisa dilakukan sekali kapan saja seperti Deposito 
dan bagi hasilnya setara Deposito. 
(2) Penarikan juga bisa dilakukan kapan saja tidak terikat 
dengan jangka waktu seperti Tabungan UTAMA. 
b) Memiliki tingkat keamanan yang komprehensif dengan multi 
proteksi (Comprehensive Safety with Comprehensive 
Protection), karena: 
(1) Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS). 
(2) Hanya diinvestasikan kepada kegiatan usaha yang sesuai 
syariah. 
(3) Hanya diinvestasikan dan dibiayakan kepada kegiatan 
bisnis yang benar-benar layak dan aman. 
(4) Hanya diinvestasikan dan dibiayakan pada nasabah yang 
memiliki jaminan atau agunan yang ditaksasi dan 
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diappraisal serta diikat dengan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan (APHT)  atau Fiduciare (gadai). 
(5) Hanya diinvestasikan dan dibiayakan yang diikat melalui 
notariil. 
c) Memiliki tingkat manfaat yang sangat komprehensif dengan 
multi maslahah, multi benefit, dan multi advantage, karena: 
(1) Dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah, insya-Allah sesuai 
dengan syariah, penuh rahmah, dan barokah. 
(2) Bagi Hasil setara Deposito. 
2) Persyaratan : 
a) Nasabah perorangan: jumlah setoran minimal Rp. 10.000.000,- 
dengan mengisi formulir pembukaan tabungan, dengan 
melampirkan Fotokopi identitas diri. 
b) Nasabah Perusahaan: jumlah setoran minimal Rp. 10.000.000,- 
dengan mengisi formulir pembukaan tabungan, melampirkan 
fotokopi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan 
(SIUP), Surat Kuasa dan KTP pengurus atau yang diberi kuasa 
serta yang memberi kuasa. 
 
d. Deposito iB MUDHARABAH, merupakan pilihan investasi dengan 
jangka waktu: 1, 3, 6, dan 12 bulan. 
1) Keunggulan dan Fasilitas : 
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a) Memperoleh bagi hasil yang sangat kompetitif disetiap 
bulannya, dibandingkan dengan perbankan umum.
5
 
b) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang 
halal. 
c) Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo 
(Automatic Roll Over atau ARO). 
d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau referensi 
BPRS Central Syariah Utama. 
2) Persyaratan : 
a) Nasabah perorangan: jumlah deposito minimal Rp. 1.000.000,- 
dengan mengisi formulir pembukuan deposito, serta 
melampirkan fotokopi identitas diri. 
b) Nasabah perusahaan: jumlah deposito minimal Rp. 1.000.000,- 
dengan mengisi formulir pembukaan deposito, melampirkan 
fotokopi akte perusahaan, NPWP, TDP, SIUP, surat kuasa dan 
KTP pengurus atau yang diberi kuasa serta yang akan memberi 
kuasa. 
Tabel 1.1 






Perolehan / Rp. 1 Juta 





30 3,592 3,600 3,642 3,433 3,392 3,400 
                                                 
5







50 7,000 6,817 6,833 6,917 6,308 6,400 
3 Tabungan 
iB-PRIMA 
40 - - - - - - 
4 Deposito 1 
Bulan 
40 5,892 5,742 5,750 5,825 5,325 5,400 
5 Deposito 3 
Bulan 
45 6,633 6,458 6,475 6,550 6,017 6,100 
6 Deposito 6 
Bulan 
50 7,000 6,817 6,833 6,917 6,308 6,400 
7 Deposito 12 
Bulan 





Equivalen Rate (%) 










50 8.4 8.18 8.2 8.3 7.57 7.68 
3 Tabungan 
iB-PRIMA 
40 - - - - - - 
4 Deposito 1 
Bulan 
40 7.07 6.89 6.91 6.99 6.39 6.48 
5 Deposito 3 
Bulan 
45 7.96 7.75 7.77 7.86 7.22 7.32 
6 Deposito 6 
Bulan 
50 8.4 8.18 8.2 8.3 7.57 7.68 
7 Deposito 12 
Bulan 








2. Produk Penyaluran Dana (Financing) 
a. Pembiayaan Mura>bah{ah, Salam, dan Istishna‟.  
 Merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. 
Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal 
usaha dan investasi, antara lain : pengadaan bahan baku, persediaan 
barang dagangan, perlengkapan usaha, peralatan produksi, dll) maupun 
perlengkapan pribadi yaitu kendaraan bermotor, renovasi rumah, dll. 
b. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 
 Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh BPRS 
Central Syariah Utama untuk dikelola dalam usaha yang telah 
disepakati bersama. Kemudian nasabah dan lembaga tersebut sepakat 
untuk penentuan bagi hasil atas pendapatan usaha dari nasabah 
tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain : perdagangan, 
industri, koperasi karyawan, usaha atas dasar kontrak, serta dapat 
berupa modal kerja, dan investasi. 
c. Qard, Ijarah, Hawalah, Kafalah, dan Wakalah 
 Fasilitas take over atau pengambilan kewajiban, hutang atau kredit 
dari pihak atau perbankan lain (konvensional) ke BPRS Central 
Syariah Utama. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari 
saudara-saudara kita yang sudah terlanjur memiliki fasilitas kredit 
diperbannkan konvensional, serta ingin berhijrah ke syariah kami 
tawarkan produk ini dengan berbagai nilai tambah dan nilai lebih baik 




1) Fotokopi KTP yang masih berlaku. 
2) Fotokopi KK (bagi yang sudah berkeluarga). 
3) Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah). 
4) Slip gaji (bagi yang angsuran pembiayaan lewat potongan gaji). 
5) Fotokopi Sertifikat atau BPKB (untuk BPKB usia kendaraan 
maksimal tahun 2000) dan persyaratan lain yang dibutuhkan akan 
diberitahukan kemudian sesuai dengan term of condition 
(persoalan dan masalah yang ada). 
 
3. Jasa Layanan Bagi Nasabah 
a. Pick up Service merupakan layanan pengambilan setoran dan 
penarikan ke tempat nasabah oleh petugas atau karyawan BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta. 
b. Standing Instruction merupakan perintah nasabah untuk 
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke 
rekening pihak lain secara otomatis dan berkala. 
c. Payroll System merupakan sistem penggajian atau software 
administrasi dari suatu lembaga yang bertujuan untuk menggaji 
pegawai atau karyawannya. 
d. Pembayaran zakat otomatis merupakan pembayaran zakat yang dapat 





C. Lokasi BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
BPRS Central Syariah Utama memiliki kantor : 
Alamat di Jl. Hasanudin No. 109 B Srambatan - Surakarta 57134. 
Telp. (0271) 710457 
Fax : (0271) 742909  
Email : centralsyariahutama@yahoo.co.id 
 
D. Jenis Akad Pembiayaan6 
1. Akad al-Mudharabah, merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik 
dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan 
kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian bagi hasil 
usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nishbah yang telah disepakati 
sebelumnya. 
2. Akad al-Musyarakah, merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau 
lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu 
sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak 
berdasarkan nishbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian 
berdasarkan proporsi modal masing-masing. 
3. Akad al-Muraba>h{ah, merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar 
harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para 
pihak, diman penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan 
kepada pembeli. 
                                                 
6
 ASBISINDO : Asosiasi Bank Syariah Indonesia  
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4. Akad as-Salam, merupakan transaksi jual beli dengan cara pemesanan 
dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara 
penuh. 
5. Akad al-Istishna‟, merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk 
pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu 
yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 
6. Akad al-Ijarah, merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang 
dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai 
atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek 
sewa yang disewakan. 
7. Akad al-Hiwalah, merupakan akad pemindahan piutang nasabah (muhil) 
kepada bank (muhal ‘alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta 
muhal ‘alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari 
jual-beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar 
kepada muhal ‘alaih. Muhal ‘alaih memperoleh imbalan sebagai jasa 
pemindahan. 
8. Akad al-Kafalah, merupakan transaksi penjaminan yang diberikan oelh 
penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful 
lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhulashil). 
9. Akad al-Wakalah, merupakan akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa 




10. Akad ar-Rahn, merupakan akad penyerahan barang/harta (marhun) dari 
nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau 
seluruh barang. 
11. Akad al-Qard, merupakan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan 
dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman 
secara sekaligus atau dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. 
 
E. Struktur Organisasi 
Dalam BPRS Central Syariah Utama Surakarta terdapat Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang selalu memberikan saran dan inovatif dalam menjalankan 
sistem perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) yaitu dewan yang dibentuk untuk melakukan 




Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang 
menguasai bidang fiqh muamalah (Islamic Commercial Jurisprudence) yang 
berdiri sendiri, bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga 
keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
syariat islam. Syariat islam yaitu mengawasi secara teliti bagaimana bentuk-
bentuk perikatan/akad yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah.
8
 
Struktur Organisasi BPRS Central Syariah Utama
9
, yaitu : 
                                                 
7
 http://m.okezone.com/read/2014/04/28/316/976809/dewan-pengawas-syariah, diakses 
tanggal 21 April 2016, Jam 20:04 WIB. 
8
http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/tugas-dan-fungsi-dewan-pengawas-
syariah-dps-pada-perbankan-syariah-oleh-moh-jatim-sag-mhi-101/, diakses tanggal 21 April 2016, 
Jam 20:20 WIB. 
9






Dewan Komisaris  
a. Komisaris Utama : Prof. Dr. dr. H. Harijono K.S., Sp.KK. 
b. Komisaris  : Drs.H. Hardono, MH., MBA. 
Dewan Pengawas Syariah 
a. Ketua   : Dr. H. Moh Abdul Kholiq Hasan, Lc., M.A. 
b. Anggota  : Rial Fu‟adi, S.Ag., M.Ag. 
Dewan Direksi 
a. Direktur Utama : Khotim Zaini Ashiddiq 
b. Direktur  : Fery Ludiantara, SP. 
Satuan Pengawas Internal 
 Auditor Internal  : Yunita Triastuti, SH. 
Bidang Operasional 
a. Admin & Legal Pembiayaan  : Fenty Wahidah, A.Md. 
b. Admin Pembukuan (Accounting) : 
- Indriyati, S.Si 
Keterangan : 
1. Format: Lini Staff. 
2.             : Garis Intruksi. 
3.             : Garis Koordinasi. 
4.             : Garis Pengawasan. 
5.             : Garis Rekomendasi. 
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- Erlina Cahya S., S.Kom. 
c. Kasir/Teller    : Sabdo Utami, S.Pd. 
d. Customer Service (CS)  : Oktavia Army 
e. Urusan Umum   : Bambang Irawan 
Bidang Marketing/Bisnis 
a. Collector/Remidial  : Puthut Ari Kurniawan. 
b. Account Manager  : - 
c. Account Officer Funding : Windu Kurnia 
d. Account Officer (AO)  :  
- Widya Budi Dharma, SE. 
- Hasanudin Ja‟far, A.Md. 
- Dwi Wahyono, S.Kom. 
- Wahyu Wira Husada, SE. 
- Luqman Azhari Yuli A. 
- Johan Novia T. 
- Priyono. 
 
F. Manajemen Pembiayaan 
1. Pengertian Manajemen 
Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan idarah. Idarah diambil 
dari perkataan adartasy-syai’a atau perkataan ‘adarta bihi juga dapat 
didasarkan pada kata ad-dauran. Pengamat bahasa menilai pengambilan 
kata yang kedua yaitu : ‘adarta bihi itu lebih tepat. Oleh karena itu, dalam 
Elias‟ modern Dictionary English Arabic kata management (inggris) 
sepadan dengan kata tadbir, iradah, siyasah, dan qiyadah dalam bahasa 
arab. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk 
merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa 
iradah (manajemen) itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut 
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kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan 
pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur 
pokok dalam suatu lembaga.
10
  
Manajemen sebagai suatu sistem yang terdapat pada suatu lembaga, 
mempunyai beberapa unsur yang saling terkait antara satu dengan yang 
lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur satu dengan yang lain tidak 
dapat dipisahkan. Hal ini sebagai suatu konsep yang utuh, islam 
memberikan dorongan kepada umatnya untuk melihat sesuatu secara utuh 
(kaafah). Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka 
didalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan. Salah satu aspek kunci dalam manajemen 
adalah bagaimana manajer dapat mengenali peran dan pentingnya para 
pihak yang akan menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Manajer harus 
mengakui bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaan 
seorang diri, melainkan melalui kerja sama dengan orang lain.
11
 
Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa 
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
                                                 
10
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011, hlm. 177. 
11
 Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, ed., (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 3. 
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perbankan syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu. 
Penjelasan mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat-
syarat yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan 
pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah, dan untuk 
jenis pembiayaan tertentu mempunyai kekhususan dalam ketentuan 
maupun prosedurnya. Tujuan mekanisme pembiayaan adalah pertama, 
memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang Account Officer 
sehingga dengan demikian akan lebih memperjelas wewenang dan 
tanggung jawab para Account Officer. 
Kedua, flow of document dapat diikuti dan diketahui dengan jelas. 
Ketiga, memperlancar arus pekerjaan. Mekanisme ini berlaku untuk 
permohonan pembiayaan baru, perpanjangan, maupun tambahan yang 
berlaku secara umum untuk setiap jenis pembiayaan, baik untuk modal 
kerja maupun untuk investasi. Urutan langkah-langkah yang lazim dalam 
mekanisme pembiayaan, yakni meliputi persiapan, penilaian, keputusan 
atas permohonan, pengawasan, dan pelunasan.  
Untuk memperoleh pinjaman, pemohon atau nasabah harus memenuhi 
syarat-syarat dan ketentuan dari pihak BPRS. Permohonan pembiayaan 
adalah syarat yang penting dalam memberikan pembiayaan dan hal ini 
harus benar-benar diperhatikan oleh Account Officer. Untuk mempercepat 
dan mempermudah dalam mempertimbangkan permohonan nasabah, maka 
surat permohonan hendaknya disertakan dengan informasi yang lengkap, 
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seperti informasi mengenai keuangan, jaminan, jumlah pembiayaan yang 
dibutuhkan, tujuan, jangka waktu, dll.
12
 
Prinsip tata kelola yang baik (good corporate goverment principle) 
atau lebih dikenal dengan prinsip GCG merupakan lembaga hukum yang 
relatif baru yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon (sistem hukum 
yang didasarkan pada yurisprudensi, yakni keputusan hakim terdahulu 
yang menjadi dasar putusan hakim sesudahnya).
13
 Terminologi GCG 
sendiri memuat lima prinsip esensial yang harus dilaksanakan oleh sebuah 
perusahaan sebagai sarana tanggung jawab publik dan menjaga 
kepercayaan masyarakat. Kelima prinsip tersebut yaitu, keterbukaan 
(transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab 
(responsibility), kewajaran (fairness), dan independensi (independency). 
Dalam praktik lembaga keuangan prinsip GCG sudah dikenal dalam dunia 
perbankan. 
Hal ini dapat terlihat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 
8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Goverment bagi Bank 
Umum. Dalam peraturan PBI dimaksudkan bahwa untuk meningkatkan 
kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum 
pada industri perbankan. Penjelasan umum mengenai PBI No. 8/4/2006 
menjelaskan bahwa pelaksanaan GCG pada perbankan harus senantiasa 
berdasarkan lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency) yaitu 
                                                 
12
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep …, hlm. 271-272. 
13
 http://ayuyulistiati.blogspot.co.id/2016/06/negara-yg-masuk-kedalam-anglo-saxon.html, 
diakses tanggal 12 September 2016, Jam 10:15 WIB. 
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keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan 
serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 
Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 
pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi perbankan sehingga 
pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban 
(responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang 
sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan bank 
secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 
Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam 
memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 




2. Pembiayaan Bermasalah 
Krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir 1997 menunjukkan bahwa 
bank beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan dan memiliki 
kinerja lebih baik ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang 
tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta antara 
lain: yang pertama, faktor internal bank atau regulasi perbankan yaitu 
mengendalikan perilaku perbankan dengan aturan yang sudah ditetapkan 
dalam Undang-undang Perbankan. Terdiri dari kelemahan dalam analisis 
pembiayaan, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kelemahan dalam 
                                                 
14
 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga 
Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, ..., hlm. 209-210. 
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supervisi pembiayaan, kecerobohan petugas perbankan, kelemahan sumber 
daya manusia, kelemahan kebijakan pembiayaan, dan tidak ada 
manajemen resiko. 
Kedua, faktor nasabah seperti karakter nasabah tidak amanah (tidak 
jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usaha 
yang dijalankannya), kapasitas, kapital, kondisi, agunan yang lemah, 
musibah yang dialami nasabah, dan kelemahan kemampuan nasabah yang 
tidak sanggup untuk mengembalikan pembiayaan karena terganggunya 
kegiatan usaha yang dimiliki oleh nasabah. 
Ketiga, faktor masyarakat dalam menilai suatu perbankan, persaingan 
antar perbankan, dan kondisi atau lingkungan yang terdapat di suatu 
perbankan, apakah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat/ hanya pada 
masyarakat tertentu saja. Ada beberapa perbankan di Indonesia yang 
memberikan kemudahan dalam mengajukan suatu pembiayaan dengan 
syarat-syarat yang mudah. Maka, masyarakat akan tertarik ke perbankan 
tersebut untuk mengajukan pembiayaan. 
Menurut Budi Untung, meskipun perbankan merupakan sektor yang 
strictly well regulated, akan tetapi kredit macet masih dapat terjadi karena 
kesalahan appraisal, membiayai proyek dari pemilik, membiayai proyek 
yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu, dampak makro ekonomi, dan 
kenakalan nasabah. Sebagian besar kredit bermasalah tidak timbul secara 
tiba-tiba, hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah 
merupakan satu proses, yang diharapkan api dalam sekam.  
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Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kredit 
bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu timbul 
dipermukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan 
ditangani secara profesional sedini mungkin, ada kemungkinan kredit 




3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 




Lancar yaitu pembayaran yang perjalanannya lancar/memuaskan/tidak 
ada kendala/wanprestasi, artinya segala kewajiban dapat diselesaikan oleh 
nasabah secara baik/tepat waktu atau tidak terdapat tunggakan angsuran 
pokok Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah 
ternyata sama dengan perbankan konvensional, hal ini dapat dilihat dalam 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang 
restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah.
17
 Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Restrukturisasi pembiayaan 
adalah upaya yang dilakukan perbankan dalam rangka membantu nasabah 
agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain :  
a. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.  
                                                 
15
 Ibid ..., hlm. 207-208. 
16
 http://www.bi.go.id/id/peraturan/pencarian-peraturan-kualitas aktivaproduktif/.aspx 
17
 Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restukturisasi pembiayaan bagi 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, BAB I, Pasal 1, hlm. 4. 
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b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 
seluruh persyaratan pembiayaan.  
c. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, 
meliputi: 
1) Penambahan Dana fasilitas pembiayaan dari BPRS. 
2) Konversi akad pembiayaan. 
3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 
waktu menengah. 
4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 
perusahaan nasabah. 
Terdapat beberapa cara standar dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah diantaranya : pertama, melakukan pemetaan tingkat NPF 
masing-masing nasabah. Kedua, penanganan (treathment) sesuai dengan 
tingkat permasalahan dan kasusnya. Ketiga, penanganan terstruktur dan 
nasabah yang sudah jatuh tempo dalam membayar angsuran atau 
kewajibannya di sms, apabila sudah sms tapi tidak ada tanggapan maka di 
telp, apabila tidak ada tanggapan maka datang ke rumah nasabah. 
Keempat, apabila tidak ada perbaikan/tanggapan, maka di Surat 
Peringatan (SP) dari perbankan. Kelima, setelah datang kerumah nasabah, 
dan ternyata ada perbaikan/tanggapan yang baik dari nasabah. Maka 
dilakukan reconditioning (mengkondisikan nasabah), rescheduling 
(penjadwalan ulang). Keenam, aktiva yang di ambil alih kemudian 
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dilakukan lelang. Cara tersebut dilakukan oleh perbankan syariah bagi 
nasabah yang mempunyai itikad atau karakter baik, dengan tujuan untuk 
menyelesaikan pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah.  
Dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 280, Allah SWT berfirman :  
                          
       
Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui.”18 
 
DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah{ah, penyelesaian piutang mura>bah{ah bagi nasabah yang 
tidak mampu membayar serta konversi akad mura>bah{ah. Fatwa DSN No. 
47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang mura>bah{ah bagi 
nasabah yang tidak mampu membayar, dilatarbelakangi oleh adanya 
keinginan menyelesaikan piutang mura>bah{ah agar sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian mura>bah{ah bagi 
nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai 
jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan : Pertama, 
objek mura>bah{ah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada 
seseorang melalui LKS dengan harga pasar yang telah disepakati.  
                                                 
18
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 70. 
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Kedua, nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dengan sisa 
penjualannya. Ketiga, apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka 
LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. Keempat, apabila hasil 
penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisanya tetap menjadi hutang 
nasabah. Kelima, apabila nasabah tidak mampu membayar hutangnya 
maka LKS dapat membebaskannya.
19
 
a. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 
31/147/Kep/DIR, tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas. 
b. Dalam perhatian khusus yaitu pembiayaan yang selama 1-2 bulan 
mutasinya mulai tidak lancar, debitur/nasabah melakukan tunggakan 
dalam melakukan pembayaran. 
c. Kurang lancar yaitu pembiayaan yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya 
tidak lancar, pembayaran pokoknya tidak baik. 
d. Diragukan yaitu pembiayaan yang telah tidak lancar dan pada saat 
jatuh temponya belum dapat diselesaikan oleh debitur/nasabah yang 
bersangkutan. 
e. Macet yaitu pembiayaan ini sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian 
atau pengaktifan kembali pembiayaan yang tidak lancar, akan tetapi 
usaha tersebut tidak berhasil, barulah pembiayaan tersebut 
dikategorikan sebagai pembiayaan macet. 
 
                                                 
19
 Khotibul, Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di 
Indonesia ..., hlm. 210. 
67 
 
Perbedaan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif pembiayaan antara 
perbankan syariah denga perbankan konvensional yaitu : pada perbankan 
syariah terdiri dari lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan 
bank konvensional terdiri dari lancar, dapat perhatian khusus, kurang 
lancar, diragukan, dan macet. 
 
G. Manajemen Pembiayaan Murabahah di BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta 
Pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah di BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta adalah mura>bah{ah, karena masyarakat menganggap seperti 
kredit, ketentuan jasa hampir seperti bunga. Padahal berbeda dari segi ketentuan 
maupun prosedurnya. BPRS Central Syariah Utama Surakarta memberikan 
kemudahan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan sistem 
syariah serta menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap pembiayaannya. 
Setelah melakukan wawancara dengan  Bp. Khotim Zaini ashiddiq (selaku 
Direktur Utama)
20
, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada lembaga 
tersebut diharuskan mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan berikut persyaratan 
pokok seperti Fotocopy KTP yang masih berlaku, KK (bagi yang sudah 
berkeluarga), surat nikah (bagi yang sudah menikah), slip gaji (bagi yang 
angsuran pembiayaan lewat potongan gaji), dan sertifikat rumah atau BPKB 
(Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor). Sedangkan persyaratan tambahan yaitu 
sesuai dengan profesi, pekerjaan, ataupun usaha nasabah.  
                                                 
20
 Khotim Zaini ashiddiq, wawancara pribadi, Direksi PT BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta, 14 Juni 2016, jam 11.00 – 12.30 WIB. 
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Apabila persyaratan sudah terpenuhi, kemudian dilakukan BI Checking. BI 
Checking merupakan laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi 
riwayat kredit atau pinjaman seorang nasabah kepada bank maupun lembaga 
keuangan non bank. Riwayat kredit yang baik atau buruk seorang nasabah terdata 
dalam data BI-checking pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. 
Laporan ini bisa diakses oleh seluruh bank maupun lembaga keuangan non bank, 
yang menjadi anggota SID diseluruh Indonesia.
21
 SID adalah suatu sistem yang 




IDI Historis (Informasi Debitur Individual) adalah produk dari SID yang 
berupa report yang telah dapat dicetak dan berisi mengenai data-data debitur 
beserta data lainnya, seperti fasilitas kredit, agunan, penjamin dari Bank atau 
lembaga pembiayaan. IDI diberi tambahan historis karena mencakup data kualitas 
pembayaran fasilitas kredit selama 24 bulan terakhir.
23
 Survei, apabila tidak ada 
kendala pada saat BI-Checking. Analisa yang dilakukan oleh Komite Pembiayaan 
(apakah disetujui/ditolak). Overing Letter (Surat Penawaran Persetujuan 
Pembiayaan), apabila disetujui. Apabila pemohon sudah setuju dengan penawaran 
persetujuan pembiayaan yang diberikan pihak perbankan, maka pihak pemohon 
melengkapi dokumen yang masih kurang. Melakukan cek sertifikat agunan atau 
                                                 
21
 http://www.rumah-citraindah.com/2014/06/apa-itu-bi-checking.html,  diakses tanggal 21 
Juni 2016, Jam 09:45 WIB. 
22
 http://aniek-myworld.blogspot.com/2009/01/bi-checking-dan-sistem-informasi.html?m=1 
diakses, tanggal 07 Juli 2016, Jam 11:20 WIB. 
23
 http://www.bi.go.id/iek/informasi-debitur/Contents/Default.aspx, diakses tanggal 07 Juli 
2016, Jam 11:25 WIB. 
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jaminan, apakah asli/tidak. Kemudian setelah dilakukan cek sertifikat, dan 
ternyata jaminan/agunan asli (sah). Maka dilakukan realisasi pembiayaan.  
Setelah melihat beberapa hasil analisa yang terdapat di BPRS Central 
Syariah Utama yang diberikan oleh Account Officer untuk melengkapi data 
penulis dalam melakukan penelitian, dapat diketahui setelah melakukan prinsip 
analisa kelayakan pembiayaan yang terdiri dari syariah, character, capacity, 
collateral, condition of economy sudah terpenuhi maka pembiayaan dapat 
terrealisasi atau disetujui. Pada lembaga tersebut terdapat Batas Maksimum 
Penyaluran Dana (BMPD), sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 
13/5/PBI/2011. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yaitu persentase 
maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS) yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank 
lain. Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat 
direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan. 
Sedangkan Pelampauan BMPD yaitu selisih lebih antara persentase penyaluran 
dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPRS pada saat tanggal laporan 
dengan BMPD yang diperkenankan, dan penyaluran dana tersebut bukan 
merupakan pelanggaran BMPD. BMPD untuk pembiayaan dihitung berdasarkan 
bukti debit pembiayaan, sedangkan BMPD untuk penempatan dana antar bank 
pada BPRS lain dihitung berdasarkan nominal penempatan dana antar bank. 
Penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% 
dari modal BPRS. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada pihak 
terkait wajib memperoleh persetujuan dari satu orang anggota Direksi dan satu 
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orang anggota Dewan Komisaris BPRS. Penyaluran dana dalam bentuk 
penempatan dana antar bank kepada BPRS lain yang merupakan pihak tidak 
terkait dan/atau dalam bentuk pembiayaan kepada satu nasabah penerima fasilitas 
yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal 
BPRS. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu kelompok nasabah 
penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 
30% dari modal BPRS.
24
 
Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menetapkan 
bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan 
prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”25 BPRS Central 
Syariah Utama Surakarta mewajibkan dua aspek atau prinsip yang tidak bisa 
ditoleransi yaitu aspek karakter dan aspek syariah. Karena aspek tersebut 
sangatlah penting dalam menunjang kegiatan pembiayaan rakyat syariah. 
Perbankan syariah wajib menerapkan pengelolaan resiko apabila dikemudian hari 
ditemukan nasabah bermasalah pada saat melakukan pengembalian pembiayaan, 
sesuai dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008.  
Prinsip tersebut sangat efektif dalam mengurangi pembiayaan mura>bah{ah 
bermasalah. Karena setiap pengajuan pembiayaan oleh pemohon yang 
mengajukan pembiayaan dilakukan analisa terlebih dahulu, sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku serta prinsip syariah. Akan tetapi teori dengan 
                                                 
24
 Peraturan Bank Indonesia No. 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
25
 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, ed. Tarmizi dan 
Suryani, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 143-144. 
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praktek dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mura>bah{ah di 
























IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN 
MURABAHAH 
DI BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA SURAKARTA 
 
A. Prinsip Kehati-hatian Menurut UU No. 21 Tahun 2008 
 Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha 
perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 
7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 
1998, bahwa “perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.1 Oleh sebab itu, 
maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh 
dan diterapkan dalam kegiatan usahanya. 
Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah, kembali mempertegas kewajiban perbankan syariah dan Unit 
Usaha Syariah (UUS) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank 
dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman 
pengelolaan bank syariah dan UUS dalam rangka mewujudkan perbankan yang 
sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menetapkan 
bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan 
                                                 
1
 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan 




prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”2 Kewajiban 








(1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 
menerapkan prinsip kehati-hatian. 
(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan 
keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta 
penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang 
berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang 
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 
(3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. 
(4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
(5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada 
publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia. 
 
Pasal 36 
Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank 
Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah 
dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya. 
 
Pasal 37 
(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran 
dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi 
surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat 
dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas 
atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada 
perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang 
bersangkutan.  
(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 
30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran 
dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi 
                                                 
2
 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, ed. Tarmizi dan 
Suryani, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 143-144. 
3
 Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, [pdf], hlm. 21-23. 
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surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank 
Syariah kepada: 
a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari 
modal disetor Bank Syariah; 
b. anggota dewan komisaris; 
c. anggota direksi; 
d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c; 
e. pejabat bank lainnya; dan 
f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e. 
(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 
20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib 
dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
 
Bagian Ketiga 
Kewajiban Pengelolaan Risiko 
 
Pasal 38 
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip 
mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. 




Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai 
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah 
yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS. 
 
Pasal 40 
(1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank 
Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui 
maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh 
pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari 
pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib 
dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 
(2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank 
Syariah dan UUS yang bersangkutan. 
(3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih 
kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah 
dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan 
proses pembelian Agunan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 
 
B. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Mura>bah{ah di 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta dalam melakukan pembiayaan harus 
menggunakan analisa pembiayaan terlebih dahulu, yang bertujuan untuk 
mengurangi pembiayaan bermasalah. Setelah melakukan wawancara dengan 
direktur utama serta beberapa karyawan, maka dapat diketaui implementasi 
prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mura>bah{ah di BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta yaitu : 
1. Syariah merupakan prinsip yang bertujuan untuk mengetahui pembiayaan 
yang dilakukan oleh calon nasabah dan perbankan sesuai dengan hukum 
islam. Serta calon nasabah melakukan kegiatan usaha dengan produk atau 
barang yang halal. 
2. Character (karakter) merupakan prinsip yang dilakukan oleh pihak 
perbankan dalam melakukan analisa pada nasabah yang akan melakukan 
pembiayaan. Analisa pembiayaan mura>bah{ah yang dilakukan oleh BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta dapat diketahui beberapa aspek yang 
menunjang dalam penilaian karakter calon nasabah. Pertama, aspek 
kejujuran yaitu aspek yang dapat diketahui setelah calon nasabah 
mengumpulkan formulir data atau informasi. Kemudian pihak BPRS 
Central Syariah Utama melakukan wawancara kepada calon nasabah, 
apakah dalam wawancara tersebut calon nasabah menyembunyikan data 
atau informasi yang tidak sesuai dengan formulir yang diberikan kepada 
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pihak perbankan. Apabila calon nasabah kurang jujur Account Officer juga 
mencari informasi dari lingkungan sekitar. 
Kedua, aspek komitmen dan tanggung jawab yaitu kedisiplinan calon 
nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Calon nasabah yang mempunyai 
itikad baik tidak akan melakukan tunggakan dalam memenuhi 
kewajibannya untuk melunasi angsuran. Ketiga, aspek ketekunan dalam 
bekerja atau berusaha yaitu bersangkutan dengan calon nasabah sudah 
berapa kali berganti profesi usaha. Keempat, aspek tipologi atau 
personality yaitu bersangkutan dengan sifat atau kepribadian calon 
nasabah. Menilai calon nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya 
sehari-hari. Serta mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan calon 
nasabah dalam menghadapi suatu masalah serta menyelesaikannya. 
3. Capacity (kapasitas) atau profitability  merupakan kemampuan yang 
dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya, dengan tujuan untuk 
memperoleh laba yang diharapkan, dan untuk mengetahui sampai sejauh 
mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-
hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran 
capacity (kapasitas) dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu : 
a. Pendekatan historis yaitu menilai past performance, apakah usaha 
menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 




c. Pendekatan yuridis yaitu apakah calon nasabah mempunyai kapasitas 
untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan 
perjanjian pembiayaan dengan perbankan. 
d. Pendekatan teknis yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon 
nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber 




Untuk menindak lanjuti apabila terjadi kesulitan terhadap calon 
nasabah dalam membayar angsuran, maka BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta memberikan beberapa cara yakni calon nasabah datang langsung 
ke BPRS. Kedua, melakukan pemotongan saldo tabungan calon nasabah 
untuk membayar angsuran. Ketiga, petugas atau karyawan BPRS Central 
Syariah Utama Surakarta mendatangi rumah calon nasabah untuk 
pengambilan setoran dan penarikan.  
4. Condition of economy merupakan kondisi ekonomi yang dapat dinilai 
melalui lokasi usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, pihak BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta melihat dari berbagai sisi yang pertama 
adalah letak atau lokasi calon nasabah berusaha. Kedua, lokasi tersebut 
dapat dijangkau oleh masyarakat. Ketiga, memastikan status usaha 
tersebut milik pribadi atau masih mengontrak. Keempat, penghasilan 
utama dari calon nasabah dikurangi pengeluaran pribadi maupun 
pengeluaran lain-lain. Akan tetapi para Account Officer kesulitan dalam 
                                                 
4
 http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/08/31/prinsip-prinsip-penilaian-kredit-6c-7p-3-r-apa-
sih-isinya/, diakses tanggal 30 September 2016, Jam 21:00 WIB. 
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menganalisa prinsip ini, dikarenakan usaha yang dijalankan oleh calon 
nasabah yang menguntungkan atau malah merugi. 
5. Capital (kapital) atau payment merupakan jumlah dana atau modal yang 
dimiliki oleh calon nasabah, apakah modal yang dimiliki nasabah mampu 
untuk membayar angsuran setiap bulannya setelah dikurangi hutang atau 
pengeluaran lain.  
Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi 
kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan pihak 
perbankan akan lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Kemampuan 
modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada 
kendala yang tidak bisa diduga.
5
 Aspek ini tertutupi oleh prinsip kondisi 
ekonomi dari calon nasabah, karena dalam analisa pembiayaan mura>bah{ah 
tidak terdapat kapital atau jumlah dana yang dimiliki oleh calon nasabah. 
6. Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diserahkan calon nasabah 
kepada pihak perbankan sebagai syarat terpenuhinya pembiayaan. Account 
Officer juga memperhitungkan mengenai faktor penambah nilai jaminan 
yakni tentang lokasi jaminan berada, apakah lokasi jaminan tersebut 
berada di kawasan yang strategis dan berkembang. Kedua, mengenai 
kondisi jaminan apakah masih bagus dan terawat dengan baik. Ketiga, 
pihak BPRS Central Syariah Utama Surakarta memeriksa dokumen 
kepemilikan jaminan. Dokumen tersebut harus jelas dan lengkap, dalam 
jaminan bukan milik calon nasabah sendiri maka harus diteliti kembali apa 
                                                 
5
 Binti Nur Asiyah. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 
2015), hlm. 82-83. 
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hubungan antara pemilik jaminan dengan calon nasabah.
6
 Keempat, harus 
mengecek status hukum dari jaminan tersebut apakah palsu atau asli. 
7. Purpose merupakan tujuan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta menilai aspek ini dengan 
kesungguhan calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, yakni 
memberikan informasi yang jelas untuk apa pembiayaan tersebut diajukan 
ke pihak perbankan. Karena terdapat beberapa pengajuan pembiayaan 
yang tidak sesuai dengan tujuan utama. 
8. Prospect yaitu menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. 
Account officer juga harus melihat usaha yang dijalankan oleh calon 
nasabah, apakah dimasa yang akan datang akan membawa kemajuan. 
Dengan berjalannya usaha calon nasabah akan membawa dampak positif 
bagi pihak BPRS Central Syariah Utama Surakarta yakni tidak adanya 
keterlambatan dalam pembayaran angsuran. 
Implementasi prinsip kehati-hatian dalam mengurangi pembiayaan 
bermasalah dapat dilihat berdasarkan konsep, yakni manajemen pembiayaan, 
optimisasi tujuan, dan perspektif sistem. Konsep manajemen pembiayaan yang 
terdapat di BPRS Central Syariah Utama Surakarta sangat dibutuhkan karena 
manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap 
calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Konsep optimisasi tujuan 
merupakan  melihat sejauhmana tujuan-tujuan atau sasaran BPRS dapat dicapai. 
Konsep perspektif sistem yang menilai apakah sudah sesuai dengan prinsip-
                                                 
6
 Ali Suyanto Herli, Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan 
Mikro, ed. Sigit Suyantoro, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hlm. 50. 
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prinsip yang sudah diatur dalam undang-undang atau belum. Prinsip kehati-hatian 
sangat dibutuhkan bagi suatu BPRS yang bertujuan untuk menjaga kesehatan 
BPRS. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui beberapa 
faktor keefektifan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mura>bah{ah, yaitu : 
1. Efektif, karena di BPRS Central Syariah Utama Surakarta sudah 
menerapkan prinsip kehati-hatian menggunakan aspek syari‟ah, character, 
capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Prinsip tersebut 
dilaksanakan oleh Account Officer untuk menganalisa suatu pembiayaan 
yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah, yang diwujudkan dengan manajemen yang baik oleh 
pihak BPRS Central Syariah Utama Surakarta. 
Implementasi tersebut ditunjukkan dengan menurunnya tingkat 
kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah tahun 2014-2015. 
Penurunan tersebut belum seberapa, akan tetapi bila pihak BPRS Central 
Syariah Utama Surakarta dapat meningkatkan manajemen dalam setiap 
analisa pembiayaannya maka dari waktu-waktu akan mengalami 
perkembangan. 
 
2. Tidak Efektif, karena teori dan praktek dalam menerapkan prinsip kehati-
hatian sangatlah berbeda.
7
 Sebagian besar nasabah BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta yang akan mengajukan pembiayaan dapat memalsukan 
identitas yang dapat merugikan pihak BPRS. Adanya resiko bisnis yang 
                                                 
7
 Widya Budi Dharma, wawancara pribadi, Account Officer (AO) PT BPRS Central 
Syariah Utama Surakarta, 14 Juni 2016, jam 13.00 – 13.38 WIB. 
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dilakukan oleh calon nasabah yang tidak terelakan dan adanya musibah 
yang tidak dapat dihindari. Resiko tersebut menunjukkan bahwa prinsip 
kehati-hatian yang dilakukan pihak BPRS Central Syariah Surakarta 
belum maksimal sebab dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang 
disalurkan berjalan mulus sesuai yang diperjanjikan. 
Untuk itu BPRS Central Syariah Utama Surakarta perlu melakukan 
pengawasan kepada calon nasabahnya dengan tujuan untuk mengurangi 
resiko pembiayaan. Pertama, resiko yang perlu menjadi perhatian adalah 
resiko ketidakpastian usaha yakni ketidakmampuan memprediksi atau 
meramal kondisi calon nasabah dimasa yang akan datang berakibat fatal 
bisnis. Akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan 
bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.
8
 
Kedua, on site monitoring yakni pemantauan pembiayaan langsung ke 
lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus 
tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Dengan 
tujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan 
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 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan 
Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, (Jakarta : RajaGrafindo 
Persada, 2008), hlm. 214. 
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Dari berbagai kajian dan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya terkait “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan 
Mura>bah{ah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta (Tahun 2014-2015)” 
dapat disimpulkan, yaitu : 
1. Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menetapkan 
bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya 
berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-
hatian.”10 Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi bank syariah 
dan UUS mendapat penegasan yaitu dalam pasal 35 ayat (1) bahwa “Bank 
Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan 
prinsip kehati-hatian.” 
2. BPRS Central Syariah Utama Surakarta sudah mengimplementasikan 
prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mura>bah{ah berdasarkan UU No. 
21 Tahun 2008 melalui aspek syariah, character, capacity, condition of 
economy, capital, collateral, purpose, prospect. Aspek tersebut kurang 
efektif, karena teori dan praktek dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 
sangatlah berbeda. Sebagian besar nasabah BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta yang akan mengajukan pembiayaan dapat memalsukan identitas 
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 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, ed. Tarmizi dan 
Suryani, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 143-144. 
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yang dapat merugikan pihak BPRS. Adanya resiko bisnis yang dilakukan 
oleh calon nasabah yang tidak terelakan dan adanya musibah yang tidak 
dapat dihindari. Resiko tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian 
yang dilakukan pihak BPRS Central Syariah Surakarta belum maksimal 
sebab dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan 
berjalan mulus sesuai yang diperjanjikan.  
 
B. Saran-saran 
Untuk BPRS Central Syariah Utama Surakarta alhamdulillah sudah 
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pembiayaannya. Seperti prinsip 1S 
dan 5C, yaitu :  syari‟ah, Character, Capacity, Capital, Condition of economy, 
Collaterall. Karena aspek atau prinsip syariah tidak boleh dihilangkan. Akan 
tetapi teori tentang prinsip kehati-hatian dan prakteknya sangat berbeda. Semoga 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta dapat menajalankan kegiatan pembiayaan 
secara lancar, dan dapat mengurangi kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh 
calon nasabah. Serta nasabah dapat menjaga kualitas pembiayaan dalam 
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 LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 
 
Wawancara Pribadi dengan : Khotim Zaini ashiddiq (Direktur Utama) 
Hari/Tanggal   : Selasa, 14 Juni 2016, jam 11.00 – 12.30 WIB. 
 
Pertanyaan : 
1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta? 
2. Apa saja produk dan jasa yang terdapat di BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta? 
3. Produk/jasa apa yang paling diminati oleh nasabah? 
4. Bagimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah? 
5. Apakah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam setiap pembiayaan? 
6. Bagaimana model implementasi prinsip kehati-hatian? 
7. Bagaimana kefektifan implementasi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam 
mengurangi pembiayaan murabahah bermasalah? 
8. Bagimana cara untuk mengatasi, bilamana terpadat pembiayaan 
bermasalah? 
9. Apakah di BPRS Central Syariah Utama Suarakarta terdapat pembiayaan 
tanpa agunan? 
10. Dari analisis 5C dan 7P, manakah yang diprioritaskan dalam menganalisis 
kelayakan dalam pengajuan pembiayaan? 
11. Adakah batas maksimum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, 
berapakah jumlah/nominalnya? 
12. Bagaimanakah upaya dari pihak BPRS Central Syariah Utama, apabila 
terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran? 
13. Siapa saja yang menjadi target dalam pemberian pembiayaan di BPRS 
Central Syariah Utama? 
 14. Apakah BPRS Central Syariah Utama melakukan pemantauan kepada para 
nasabah yang mengajukan pembiayaan? 
15. Berapakah nishbah/bagi hasil dari setiap pembiayaan yang ditentukan oleh 
BPRS Central Syariah Utama? 
 
Jawaban :  
1. Yaitu :  
a. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan (mengisi formulir 
permohonan pembiayaan) sesuai ketentuan BPRS CSU Surakarta.  
b. Memenuhi persyaratan. Persyaratan  pokok : fotocopy KTP, KK, 
Surat Nikah, dll. Serta persyaratan tambahan : sesuai profesi, 
pekerjaan, usaha. 
c. Dilakukan BI-Checking, BI-Checking adalah suatu proses 
pengecekan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank 
maupun nonbank, melalui suatu sistem yang disebut SID (Sistem 
Informasi Debitur). SID adalah suatu sistem yang didalamnya berisi 
data debitur dari seluruh anggotanya baik bank umum, BPR/BPRS, 
dll.
1
 IDI Historis (Informasi Debitur Individual) adalah produk dari 
SID yang berupa report yang telah dapat dicetak dan berisi mengenai 
data-data debitur beserta data lainnya, seperti fasilitas kredit, agunan, 
penjamin dari Bank atau lembaga pembiayaan. IDI diberi tambahan 
historis karena mencakup data kualitas pembayaran fasilitas kredit 
selama 24 bulan terakhir.
2
 
d. Survei, apabila tidak ada kendala pada saat BI-Checking. 
e. Analisa yang dilakukan oleh Komite Pembiayaan (apakah 
disetujui/ditolak). 
f. Overing Letter (Surat Penawaran Persetujuan Pembiayaan), apabila 
disetujui. 
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 g. Apabila pemohon sudah setuju dengan penawaran persetujuan 
pembiayaan yang diberikan pihak perbankan, maka pihak pemohon 
melengkapi dokumen yang masih kurang. 
h. Melakukan cek sertifikat agunan atau jaminan, apakah asli/tidak. 
i. Kemudian setelah dilakukan cek sertifikat, dan ternyata 
jaminan/agunan asli (sah). Maka dilakukan realisasi pembiayaan. 
j. Reasilasi pembiayaan/pencairan dana. 
2. Mengenai produk dan jasa BPRS Central Syariah Utama Surakarta, yaitu : 
a. Produk Penghimpunan Dana 
1) Tabungan iB Utama (akad Wadi‟ah, pola titipan, dengan sistem 
bonus). 
2) Tabungan iB Ultima (akad Mudharabah, pola investasi 
terencana, dengan sistem bagi hasil). 
3) Tabungan iB Prima (akad Mudharabah, pola deposit on call 
atau berjangka waktu, dan berhadiah langsung tanpa diundi 
dengan sistem bagi hasil). 
4) Deposit iB Mudharabah (sistem investasi dengan sistem bagi 
hasil). 
b. Produk Penyaluran Dana 
1) Pembiayaan Murabahah, Salam, Istishna‟ (sistem jual-beli 
dengan sistem margin). 
2) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (sistem investasi 
dengan sistem bagi hasil). 
3) Qard, Ijarah, Hawalah, Kafalah, Wakalah (sistem tabarru 
dengan sistem fee atau imbalan). 
c. Jasa layanan bagi nasabah 
1) Pickup Service 
2) Standing Instruction 
3) Payroll System 
4) Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). 
 3. Produk yang diminati adalah produk muraba>h{ah}. Karena masyarakat 
menganggap seperti kredit, ketentuan jasa hampir seperti bunga. Padahal 
berbeda dari segi ketentuan maupun prosedurnya. 
4. Terdapat 3 faktor utama penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, 
yaitu :  
a. Regulasi perbankan adalah mengendalikan perilaku perbankan 
dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam UU Perbankan. Dengan 
adanya regulasi perbankan diharapkan perbankan mampu mengatur 
atau mengendalikan kegiatan pembiayaan. 
b. Faktor nasabah, seperti karakter, kapasitas, kapital, kondisi, dan 
agunan. Atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran. 
c. Faktor masyarakat dalam menilai suatu perbankan, dan persaingan 
antar perbankan. 
5. Pasti, karena prinsip kehati-hatian merupakan syarat yang paling utama 
dalam perbankan. 
6. Menggunakan analisis syariah, karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, 
kapital (jumlah dana atau modal), dan jaminan.  
7. Manajemen resiko yang baik (resepibility), kemampuan bayar kembali 
(repeiment), dan tingkat kepatuhan yang tinggi. 
8. Cara standar, antara lain : 
a. Melakukan pemetaan tingkat NPF masing-masing nasabah. 
Kemudian penanganan (treathment) sesuai dengan tingkat 
permasalahan dan kasusnya. 
b. Penanganan terstruktur. Nasabah yang sudah jatuh tempo dalam 
membayar angsuran maka di sms, apabila sudah sms tapi tidak ada 
tanggapan maka di telp, apabila tidak ada tanggapan maka datang ke 
rumah nasabah. Apabila tidak ada perbaikan/tanggapan, maka di SP 
(Surat Peringatan) dari perbankan. 
c. Setelah datang kerumah nasabah, dan ternyata ada 
perbaikan/tanggapan yang baik dari nasabah. Maka dilakukan 
 reconditioning (mengkondisikan nasabah), rescheduling 
(penjadwalan ulang). 
d. Aktiva yang di ambil alih. 
e. Lelang. 
9. Ada pembiayaan tanpa agunan, akan tetapi tidak menjadi produk 
unggulan. 
10. Semua menjadi prioritas/kedudukannya sama, akan tetapi ada dua aspek 
yang tidak bisa ditoleransi yaitu aspek syariah dan aspek karakter. 
11.  Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), untuk masyarakat maksimal 
20 % sedangkan pihak terkait dengan perbankan seperti pengurus/direksi 
maksimal 10 %. 
12. Melakukan sms, telepon, kunjungan, surat peringatan, dan lelang. 
13. Semua masyarakat yang mampu di cover oleh BPRS CSU. 
a. 0 – 10 juta 
b. 10 – 50 juta (prioritas utama) 
c. 50 – 100 juta 
14. Account Officer (AO) yang mengawasi nasabah langsung. Sedangkan 
Direksi hanya mengawasi Account Officer. 
15. Tidak bisa ditentukan, harus sesuai dengan analisa pembiayaan. Kemudian 









 Wawancara Pribadi dengan : Widya Budi Dharma, SE. 
Hari/Tanggal   : Selasa, 14 Juni 2016, jam 13.00 – 13.38 WIB. 
 
Pertanyaan : 
1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta? 
2. Apa saja produk dan jasa yang terdapat di BPRS Central Syariah Utama 
Surakarta? 
3. Produk/jasa apa yang paling diminati oleh nasabah? 
4. Bagimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah? 
5. Apakah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam setiap pembiayaan? 
6. Bagaimana model implementasi prinsip kehati-hatian? 
7. Bagaimana kefektifan implementasi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam 
mengurangi pembiayaan murabahah bermasalah? 
8. Bagimana cara untuk mengatasi, bilamana terpadat pembiayaan 
bermasalah? 
9. Apakah di BPRS Central Syariah Utama Suarakarta terdapat pembiayaan 
tanpa agunan? 
10. Dari analisis 5C dan 7P, manakah yang diprioritaskan dalam menganalisis 
kelayakan dalam pengajuan pembiayaan? 
11. Adakah batas maksimum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, 
berapakah jumlah/nominalnya? 
12. Bagaimanakah upaya dari pihak BPRS Central Syariah Utama, apabila 
terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran? 
13. Siapa saja yang menjadi target dalam pemberian pembiayaan di BPRS 
Central Syariah Utama? 
14. Apakah BPRS Central Syariah Utama melakukan pemantauan kepada para 
nasabah yang mengajukan pembiayaan? 
 15. Berapakah nishbah/bagi hasil dari setiap pembiayaan yang ditentukan oleh 
BPRS Central Syariah Utama? 
 
Jawaban :  
1. Yaitu :  
a. Calon nasabah mengumpulkan berkas kepada pihak BPRS Central 
Syariah Utama Surakarta. 
b. Calon nasabah mengisi formulir permohonan yang diberikan oleh 
pihak BPRS Central Syariah Utama Surakarta. 
c. Setelah berkas dan formulir permohonan pembiayaan sudah lengkap, 
kemudian di serahkan ke (Customer Service (CS). 
d. Berkas tersebut diserahkan ke Direksi atau Direktur Utama untuk di 
Disposisi. Disposisi adalah pendapat seorang direksi mengenai 
urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung 
dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus. 
e. Account Officer melakukan survei lokasi tempat tinggal calon 
nasabah, dan melakukan wawancara. 
f. Kemudian Account Officer membuat analisa pembiayaan, setelah 
selesai membuat analisa maka dibentuklah komite pembiayaan yang 
terdiri dari Direksi, Account Officer, Admin Pembiayaan yang 
memutuskan apakah calon nasabah tersebut layak diberikan 
pembiayaan. 
g. Apabila dalam komite pembiayaan Direksi, Account Officer, dan 
Admin Pembiayaan memutuskan bahwa calon nasabah tersebut 
layak diberikan pembiayaan, maka proses selanjutnya adalah 
pencairan. 
2. Mengenai produk dan jasa BPRS Central Syariah Utama Surakarta, yaitu : 
a. Produk Penghimpunan Dana 
1) Tabungan iB Utama (akad Wadi‟ah, pola titipan, dengan sistem 
bonus). 
 2) Tabungan iB Ultima (akad Mudharabah, pola investasi 
terencana, dengan sistem bagi hasil). 
3) Tabungan iB Prima (akad Mudharabah, pola deposit on call 
atau berjangka waktu, dan berhadiah langsung tanpa diundi 
dengan sistem bagi hasil). 
4) Deposit iB Mudharabah (sistem investasi dengan sistem bagi 
hasil). 
b. Produk Penyaluran Dana 
1) Pembiayaan Murabahah, Salam, Istishna‟ (sistem jual-beli 
dengan sistem margin). 
2) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (sistem investasi 
dengan sistem bagi hasil). 
3) Qard, Ijarah, Hawalah, Kafalah, Wakalah (sistem tabarru 
dengan sistem fee atau imbalan). 
c. Jasa layanan bagi nasabah 
1) Pickup Service 
2) Standing Instruction 
3) Payroll System 
4) Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). 
3. Produk yang diminati adalah produk muraba>h{ah}. Karena masyarakat 
menganggap seperti kredit, ketentuan jasa hampir seperti bunga. Padahal 
berbeda dari segi ketentuan maupun prosedurnya. 
4. Terdapat 3 faktor utama penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, 
yaitu :  
a. Regulasi perbankan adalah mengendalikan perilaku perbankan 
dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam UU Perbankan. Dengan 
adanya regulasi perbankan diharapkan perbankan mampu mengatur 
atau mengendalikan kegiatan pembiayaan. 
b. Faktor nasabah, seperti karakter, kapasitas, kapital, kondisi, dan 
agunan. Atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran. 
 c. Faktor masyarakat dalam menilai suatu perbankan, dan persaingan 
antar perbankan. 
5. Pasti, karena prinsip kehati-hatian merupakan syarat yang paling utama 
dalam perbankan. 
6. Menggunakan analisis syariah, karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, 
kapital (jumlah dana atau modal), dan jaminan.  
7. Manajemen resiko yang baik (resepibility), kemampuan bayar kembali 
(repeiment), dan tingkat kepatuhan yang tinggi. 
8. Cara standar, antara lain : 
a. Melakukan pemetaan tingkat NPF masing-masing nasabah. 
Kemudian penanganan (treathment) sesuai dengan tingkat 
permasalahan dan kasusnya. 
b. Penanganan terstruktur. Nasabah yang sudah jatuh tempo dalam 
membayar angsuran maka di sms, apabila sudah sms tapi tidak ada 
tanggapan maka di telp, apabila tidak ada tanggapan maka datang ke 
rumah nasabah. Apabila tidak ada perbaikan/tanggapan, maka di SP 
(Surat Peringatan) dari perbankan. 
c. Setelah datang kerumah nasabah, dan ternyata ada 
perbaikan/tanggapan yang baik dari nasabah. Maka dilakukan 
reconditioning (mengkondisikan nasabah), rescheduling 
(penjadwalan ulang). 
d. Aktiva yang di ambil alih. 
e. Lelang. 
9. Ada. 
10. Semua menjadi prioritas atau kedudukannya sama. 
11.  Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), untuk masyarakat maksimal 
20 % sedangkan pihak terkait dengan perbankan seperti pengurus atau 
direksi maksimal 10 %. 
12. Melakukan sms, telepon, kunjungan, surat peringatan, dan terakhir adalah 
lelang. 
13. Semua masyarakat yang mampu di cover oleh BPRS CSU. 
 a. 0 – 10 juta 
b. 10 – 50 juta (prioritas utama) 
c. 50 – 100 juta 
14. Account Officer (AO) yang mengawasi nasabah langsung. Sedangkan 
Direksi hanya mengawasi Account Officer. 
15. Tidak bisa ditentukan, harus sesuai dengan analisa pembiayaan. Kemudian 











































 Contoh Analisa Syariah : 
 
MEMORANDUM ANALISA SYARIAH 
 
Kepada :  Komite Pembiayaan 
Dari  :  Account Officer 
Perihal  :  Analisis Syariah An Purwanto 
Alamat KTP :  Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban 
Sukoharjo 
Alamat : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban 
Sukoharjo  
Plafond  : Rp. 400.000.000,- 
Jangka Waktu  : 60 bulan 
Tanggal : 16 Februari 2016 
 
Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian Aspek Syariah sesuai dengan data-
data yang terkumpul sbb: 
DESKRIPSI USAHA/AKTIVITAS EKONOMI/PEKERJAAN 
Pemohon pembiayaan adalah Bapak Purwanto merupakan nasabah baru di PT. 
BPRS Central Syariah Utama, yang mana pemohon tersebut merupakan calon 
nasabah yang diperoleh dari referensi Bapak Joko Lelono (Kanitserse Polsek 
Serengan). Pemohon memiliki usaha Jasa angkutan barang/pasir dengan armada 
truck berjumlah 3 unit sejak tahun 2010. Selain itu pemohon memiliki usaha jasa 
printing/ sablon sejak tahun 2014, usaha jual beli mobil sejak tahun 2013 dan juga 
usaha cucian/salon mobil sejak tahun 2015. Dan saat ini pemohon juga memulai 
merambah usaha jual beli property. Dari pekerjaan dan usaha yang ditekuni 




Pemohon mengajukan pembiayaan sehubungan dengan rencana pemohon untuk 
tambahan pembelian sebidang tanah (SHM  05215) seharga Rp. 700.000.000,- 
dengan dana pribadi Rp. 300.000.000,- yang berlokasi berdekatan dengan asset 
tanah/ tempat usaha yang dimiliki pemohon. Oleh karenanya pemohon 
mengajukan pembiayaan ke BPRS Central Syariah Utama sebesar Rp. 
400.000.000,- yang mana pengembaliannya akan di angsur selama 60 bulan. 
DESKRIPSI TRANSAKSI 
Pemohon pembiayaan dalam menghadapi persoalan tersebut di atas, mengajukan 
pembiayaan ke BPRS CSU sebesar Rp. 400.000.000,- untuk tambahan biaya 
 pembelian sebidang tanah tersebut. Mekanisme pembelian tersebut dapat 
diskripsikan sbb: 
1. Pemohon mengutarakan permasalahannya tersebut kepada petugas Bank 
BPRS CSU untuk mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapinya 
tersebut. 
2. Pihak BPRS memberikan pemahaman, penawaran juga solusi dan 
Pemohon menyetujui dengan penawaran dan solusi yang diajukan petugas 
Bank dan beliau mengajukan pembiayaan ke BPRS Central Syariah Utama 
sebesar Rp. 400.000.000,-.  
3. Setelah dilakukan analisa terhadap pengajuan pembiayaan pemohon 
tersebut, pihak Bank  menyetujui untuk memberikan pembiayaan yang 
diajukannya untuk tambahan biaya pembelian tanah yang dimaksud.  
4. Dikarenakan proses transaksi tersebut akan lebih efektif dan efisien 
apabila dilakukan antara pihak pembeli dengan pihak penjual sendiri, 
maka pihak Bank memberi kuasa (wakalah) kepada calon nasabah untuk 
melakukan transasksi yang dimaksud dengan syarat dan ketentuan yang 
disepakati. 
5. Dengan tujuan tersebut diatas, maka akad yang mengcover transaksi 
tersebut yaitu Al Murabahah bil Wakalah. 
6. Dikarenakan pembatasan kewenangan pencairan dana di PT BPRS CSU, 
maka pihak BPRS CSU menggandeng mitra sindikasi BPRS Cahaya 
Hidup untuk mengcover pembiayaan tersebut. 
 
  
ANALISA USAHA/PEKERJAAN  
[ 1 ] Apakah usaha/pekerjaannya secara spesifik dan tegas berkecimpung di 
bidang syari‟ah? TIDAK 
 [ 2 ] Apakah usaha/pekerjaannya tidak ada indikasi mengandung unsur aktivitas 
riba? YA                                 
[ 3 ] Apakah usaha/pekerjaannya tidak ada indikasi mengandung unsur aktivitas 
yang di-haram-kam? YA                                 
[ 4 ] Apakah usaha/pekerjaannya tidak ada indikasi mengandung unsur aktivitas 
tadhlim? YA                                
[ 5 ] Apakah usaha/pekerjaannya tidak ada indikasi mengandung unsur aktivitas 
maisyir? YA                                
[ 6 ] Apakah usaha/pekerjaannya tidak ada indikasi mengandung unsur aktivitas 
taghyir? YA                                
[ 7 ] Apakah usaha/pekerjaannya tidak ada indikasi mengandung unsur aktivitas 
tadlis? YA                                 
[ 8 ] Apakah usaha/pekerjaannya tidak ada indikasi mengandung unsur aktivitas 
tahkir? YA                                 
[ 9 ] Apakah usaha/pekerjaannya tidak ada indikasi mengandung unsur aktivitas 
yang banyak menimbulkan madharat bagi masyarakat dan lingkungannya? 
YA                                 
 ANALISA PERSOALAN 
[ 1 ]  Apakah persoalan usaha/keuangan yang dihadapi adalah bukan karena moral 
hazard dari yang bersangkutan? 
[√ ] Ya    [    ] Tidak 
[ 2 ]  Apakah persoalan usaha/keuangan yang dihadapi sangat terkait dengan 
aspek produktif? 
[√ ] Ya    [    ] Tidak 
[ 3 ]  Apakah persoalan usaha/keuangan yang dihadapi sangat terkait dengan 
kepentingan dan hajat orang banyak? 
[   ] Ya    [√ ] Tidak 
[ 4 ]  Apakah persoalan usaha/keuangan yang dihadapi tidak bertentangan, 
melanggar atau dilarang secara syari‟ah? 
[√ ] Ya    [    ] Tidak 
ANALISA JENIS TRANSAKSI 
Dari deskripsi mekanisme transksi di atas, maka transaksi tersebut dapat 
digolongkan ke dalam jenis transaksi: 
[    ]Al-Mudharabah Mutlaqah bil Mutanaqishah  
[    ]Al-Musyarakah bil Mutanaqishah  
[ v ]Al-Murabahah bil Wakalah 
[    ]As-Salam 
[    ]Al-Istishna’ 
[    ]Al-Ijarah 
[    ]Al-Ijarah Muntahiya bit-Tamlik 
[    ]Al-Hawalah 
[    ]Al-Kafalah 
[    ]Al-Wakalah 
[    ]Ar-Rahn 
[    ]Al-Qard 
[    ]......................... tapi produk tersebut belum dimiliki oleh BPRS Central 
Syariah Utama 
[    ]Tidak ada jenis transaksi syari’ah yang sesuai 
ANALISA SYARAT DAN RUKUN TRANSAKSI 
[ 1 ]  Apakah pihak Penjual  ada dan memenuhi syarat secara syari‟ah? 
[√ ] Ya    [    ] Tidak 
[ 2 ]  Apakah pihak pembeli  ada dan memenuhi syarat secara syari‟ah? 
   [√ ] Ya    [    ] Tidak 
[ 3 ]  Apakah barang yang dibiayai  ada dan memenuhi syarat secara syari‟ah? 
             [√ ] Ya   [    ] Tidak 
KESIMPULAN 
Dari data dan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa: 
1. Bidang Usaha/Kegiatan Usaha/Kegiatan ekonomi/Pekerjaan yang 
bersangkutan  
[    ]Sesuai Syariah          [√  ]Tidak dilarang secara syar’i         
 [    ]Kurang sesuai syari’ah  [    ]Dilarang secara syar’i 
 
2. Persoalan Usaha/Ekonomi/Keuangan yang bersangkutan  
[ √ ]Dapat diatasi (cover) melalui mekanisme transaksi Syariah        
[    ]Sulit diatasi (cover) melalui mekanisme transaksi Syariah        
[    ]Tidak dapat diatasi (cover) melalui mekanisme transaksi Syariah        
 
3. Mekanisme transaksi Usaha/Ekonomi/Keuangan yang bersangkutan 
dapat dilakukan melalui akad:     
Al  Murabahah bil Wakalah 
 
4. Syarat dan Rukun dari akad tersebut di atas secara syari’i: 
[ √ ]Dapat dipenuhi dengan baik 
[    ]Dapat dipenuhi tapi ada kesulitan        
[    ]Tidak dapat dipenuhi        
 
Oleh karena itu direkomendasikan untuk dapat dipertimbangkan: 
[√  ] Untuk diberi pembiayaan 
[    ] Untuk diberi pembiayaan dengan harus memenuhi hal-hal berikut: 
       _____________________________________________________ 
       _____________________________________________________ 
[    ] Untuk tidak diberi pembiayaan 
 
Demikian hasil penilaian aspek syariah ini kami sampaikan untuk dapat dipakai 
sebagai bahan pertimbangan, dalam pemberian pembiayaan, atas perhatiannya 
diucapkan terima kasih.  
 































 Contoh Analisa Karakter : 
 
MEMORANDUM ANALISA KARAKTER 
 
Kepada :  Komite Pembiayaan 
Dari  :  Account Officer 
Perihal  :  Analisis Syariah An Purwanto 
Alamat KTP :  Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban 
Sukoharjo 
Alamat  : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban 
Sukoharjo  
Plafond  : Rp. 400.000.000,- 
Jangka Waktu  : 60 bulan 
Tanggal : 16 Februari 2016 
 
Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian Karakter sesuai dengan data-data 
yang terkumpul sbb : 
ASPEK KEJUJURAN 
[ 1 ] Sewaktu diwawancari tidak ada indikasi menyembunyikan data atau 
informasi. 
 [ x ] Ya    [   ] Tidak 
[ 2 ] Data dan informasi yang diperoleh dari yang bersangkutan relatif sama 
dengan data dan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak lain.                              
[ x ]  Ya    [   ] Tidak 
[ 3 ] Tidak ada dalam form dan dokumen persyaratan yang dipalsukan, diganti 
atau diubah sendiri bukan oleh pihak yang berwenang.                                        
[ x ]  Ya    [   ] Tidak 
[ 4 ] Informasi dari kolega, relasi dan masyarakat sekitarnya menyatakan bahwa 
Yang bersangkutan jujur.                                                                                       
[ x ]   Ya   [   ] Tidak 
[ 5 ] Tidak ditemukan adanya data dan Informasi dari yang bersangkutan yang 
tidak Saling bertentangan, tidak sinkron, dan tidak sesuai.                                            
[ x ]   Ya   [   ] Tidak 
 
ASPEK KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB 
[ 1 ]  Kedisplinan dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak PLN, TELKOM, 
PDAM, PAJAK? 
                         [ x ] Baik,  [   ] Kurang Baik,       [   ] Tidak Baik 
[ 2 ]  Kedisplinan dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain (Bank, 
Koperasi, Leasing)? 
                         [ x ] Baik,  [   ] Kurang Baik,       [   ] Tidak Baik 
[ 3 ]  Kedisplinan dalam mengelola keuangannya sendiri dan usahanya?  
                         [ x ] Baik,  [   ] Kurang Baik,       [   ] Tidak Baik 
 [ 4 ]  Kedisplinan dalam memenuhi persyaratan dan data yang diminta oleh Bank 
(BPRS CSU)? 
                         [ x ] Baik,  [   ] Kurang Baik,       [   ] Tidak Baik 
 
ASPEK KETEKUNAN DALAM BEKERJA/BERUSAHA 
[ 1 ]  Selama ini yang bersangkutan sudah berapa kali berganti profesi usaha? 4x 
[ 2 ]  Pekerjaan dan atau usaha yang sekarang ditekuni sudah berapa lama? 5  
tahun 
ASPEK TIPOLOGI 
[    ]  Temperamental                         [    ]  Besar Bicara                                  [    ]  
Sikap dibuat-buat 
[    ]  Sangar dan Galak                      [    ]  Dingin dan Apatis                         [ x ]  
Lugu & terbuka 
[    ]  Sombong dan Angkuh              [    ]  Lugas dan Saklek                          [    ]   
Rendah Hati 
KESIMPULAN 
Dari data dan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan 
berkarakter: 
[    ] Sangat Baik       [ x ]  Baik        [    ] Kurang Baik      [    ] Tidak Baik    
[    ] Sangat Tidak Baik 
 
Oleh karena itu direkomendasikan untuk dapat dipertimbangkan: 
[ x] Untuk diberi pembiayaan 
[   ]  Untuk diberi pembiayaan dengan harus lebih mempertimbangkan 
faktor lain sebagai pengaman resiko. 
[   ] Untuk tidak diberi pembiayaan 
Demikian hasil penilaian Karakter ini kami sampaikan untuk dapat dipakai 
sebagai bahan pertimbangan, dalam pemberian pembiayaan, atas perhatiannya 
diucapkan terima kasih. 
 



















 Contoh Analisa Kondisi Ekonomi : 
 
ANALISA KELAYAKAN EKONOMI 
        1 Surveyor : Widya Budhi Dharma 
  2 Tanggal Survey : 16 Februari 2016 
    3 Nama Nasabah : Purwanto 
    4 Alamat KTP : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
5 Alamat Domisili : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
5 Bentuk Usaha : Salon/Cuci Mobil & Jual Beli Mobil 
  6 Pengajuan :  Rp      400.000.000  
    7 Jangka Waktu : 60 bulan 
    8 Tujuan Pengajuan : Tambahan dana pembelian Tanah (SHM No. 05215 / Wirun) 
9 Agunan : SHM No. 05215 Luas 437 M2 an. Rororus Ambarwati 
10 Metode Analisa  : Disposible Income 
    
        
 
PENDAPATAN   PENGELUARAN 
 
I. PENGHASILAN UTAMA       
I. PENGELUARAN 
PRIBADI     
 
  1. Penghasilan Utama             a.  :   
 
      a.Pendapatan Cuci mobil : 
 Rp          
8.000.000         b. :   
 
      b.Pendapatan Jasa Truck : 
 Rp        
17.000.000    II. PENGELUARAN KRT.     
 
      c.Pendapatan jual Beli : 
 Rp          
8.400.000         a.Rumah Tangga : 
 Rp         
1.500.000  
 
      d.Pendapatan Printing : 
 Rp          
6.500.000       b.Pendidikan anak : 
 Rp            
500.000  
 
           c.Transportasi : 
 Rp            
400.000  
 
           d.Listrik : 
 Rp            
500.000  
 
3. Penghasilan Tambahan          e.Telpon/pulsa : 
 Rp            
400.000  
 
     a. : 
 Rp                         
-    
III. KEWAJIBAN PIHAK 
LAIN     
 
     b.  :        a. J Trust Bank : 
 Rp         
5.077.777  
 
           b. Bank Mandiri : 
 Rp         
4.027.777  
 
           c. Bank Mandiri : 
 Rp         
4.027.777  
  
     c.  :           
 
     d.  :     Total  :   
 
  :     
IV. PENGELUARAN 
LAIN-LAIN     
 
  :          a. sos-masy. : 
 Rp         
1.000.000  
 
  :          b. : 
 Rp                        
-  
 
Total Pendapatan : 
 Rp        
39.900.000    Total Pengeluaran : 
 Rp       
17.433.331  
 
Sisa Pendapatan : 
 Rp        
22.466.669          
        
 
Kemampuan bayar : 






ER Margin : 
 Rp          
5.600.000  
 











Setara dengan pembiayaan : 
 Rp      
472.800.084  
    










   
 
2 
      
 
3.  
      
     
 











                        ttd 
  
        
 




Widya Budhi Dharma 
 







 Contoh Analisa Jaminan : 
 
      
 
       
 
    
"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang" 
  
        
  
LAPORAN PENILAIAN AGUNAN  
TANAH & BANGUNAN 
Nomor    : 019/LPJ/BPRS-CSU/FEBRUARI/2016 
  
        
  
Nama Debitur : Purwanto 




: KP BPRS  CSU 
  
  









      
  
  1. Tujuan Penilaian : Pembiayaan umum 
  
  
  2. Tanggal Survey : 16 Februari 2016 
  
  
  3. Alamat Agunan :   









Kabupaten/Kotamadya : Sukoharjo 




Kecamatan : Mojolaban 




Kelurahan : Wirun 





Bulak Rt 01 Rw 
08 
   
  
  
    
  
   
  
  4. Lingkungan 









Lebar Badan jalan : 6 Meter 




Kondisi Jalan : Aspal 




Sistem Lalu Lintas : 2 arah 




kepadatan Penduduk : Cukup Padat 
  
  
  5. Peruntukan Wilayah : Perumahan & Lahan Pertanian (Sawah)   
  6. Fasilitas Umum : Masjid 
   
  
  
        
  
II. STATUS TANAH DAN BANGUNAN 
    
  





  2. Terdaftar Atas Nama : Rororus Ambarwati (proses AJB & Balik nama ke Purwanto) 
  3. Hubungan Kepemilikan : Pemohon sendiri 
  
  
  4. Tanggal Penerbitan : 15 Februari 2014 
  
  
  5. Berlaku Sampai Dengan : - 
   
  





Tanggal Penerbitan : 08-Des-14 
   
  
  7. NIB 
 
: 11160803 
   
  




        
  
III. KEADAAN TANAH 
     
  
  1. Bentuk Tanah : Persegi empat 
   
  
   2. Luas Tanah : 437 M² 
  
  
  3. Kontur Tanah : Datar 
   
  
  4. Posisi Tanah : Ditengah 
   
  
  5. Kemungkinan Banjir : Bebas Banjir 
  
  
  6. Penggunaan Tanah : Rumah tinggal  
  
  
                    
          
                              
VI. PENILAIAN 
     
  
  
        
  







- Penduduk Sekitar (Bp. Sukidi) 





- Penduduk Sekitar (Bp. Yatman) 





- Pemohon (Bp. Purwanto) 
  
                  
1.800.000,00  
   
        
  
  2. Nilai Tanah & Bangunan 




a. Data Bangunan 




















Penyusutan  : 
 











Umur Efektif Bangunan :                                   -  
    
  













b. Data Tanah 






















Nilai Tanah & Bangunan :  Rp       742.900.000,00  
    
  





Nilai BPRS-CSU :  Rp       475.456.000,00  
    
  




        
  
  
        
  
VI. HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN 
   
  
  Faktor Penambah Nilai Jaminan 
     
  
  1. Lokasi berada dipinggir jalan raya Solo - Bekonang 
  
  
  2. Kondisi bangunan masih bagus/terawat 
   
  
  3. Accessibilitas mudah dicapai 
     
  
  4 Daerah lokasi Jaminan merupakan kawasan berkembang u/ perumahan 
 
  
  Faktor Pengurang Nilai Jaminan 
     
  
   1 





        
  
VII. REKOMENDASI 
     
  
  
        
  
  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami berkesimpulan bahwa nilai tanah dan bangunan diatas 
  adalah   Rp             475.456.000  
     
  
  
        
  
  Tanah & bangunan diatas LAYAK sebagai jaminan dan KAMI MEREKOMENDASIKAN untuk 
  dapat diterima sebagai jaminan.  
     
  
  
        
  
Penilaian ini bersifat independent dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi Appraiser baik langsung 
maupun tidak langsung dan Kami telah melakukan pemeriksaan secara fisik ke lokasi tanah & bangunan 
yang (akan) dijaminkan dan telah melakukan verifikasi dengan dokumen tanah & bangunan yang telah 
kami terima. 
      
  
  
        
  
Tanggal Penilaian 













ttd   
  
        
  
Khotim Zaini Ashiddiq 
 
Fery Ludiantara Widya Budhi Dharma 


















MEMORANDUM PENENTUAN MARGINS 
Kepada  :  Komite Pembiayaan 
Dari  :  Account Officer 
Perihal  :  Analisis Penentuan Margin An Purwanto 
Alamat KTP :  Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
Alamat Tinggal : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo  
Plafond  : Rp. 400.000.000,- 
Jangka Waktu  : 60 bulan 
Tanggal : 16 Februari 2016 
 
 
Bersama ini kami sampaikan usulan pengenaan biaya administrasi pembiayaan bagi 
nasabah: 
NO FAKTOR INHERN FAKTOR KOHEREN FAKTOR EKSTERN 
1. Objek yang dibiayai Turn 
Overnya cukup lama,  
1. Cost of Fund rata-rata sekitar 
0.8%/pa 
2. Biaya Operasional rata-rata 
0.5% 
3. Biaya SDM rata-rata 0.6% 




Bunga Koperasi= 2%/bln 
2. Obyek yang di biayai 
digunakan untuk dibangun 
rumah(perumahan).  
Bunga Bank Umum tertinggi= 
1%/bln  
3. Nilai strategis barang yg 
dibiayai cukup berpengaruh 
signifikan. 
Bunga BPR rata-rata= 1,5%/bln 
Kebijakan Ekonomi Pemerintah 
tdk ada pengaruh 
Inflasi cukup tinggi dengan 
melemahnya nilai rupiah 
sehingga harga ikut naik 
 1% 2,1% 1,5% 
  Rata- rata  1.5 
 
Kesimpulan :  
 Untuk pembiayaan tersebut Pihak Bank memberikan margin sebesar Rp. 360.000.000,- selama 60 bulan atau 
Rp. 6.000.000,- per bulan setara dengan 1,5% per bulan. 
 Pemohon mengajukan penawaran agar diberi margin sebesar 1% per bulan atau Rp. 4.000.000.,- sehingga 
dalam waktu 60 bulan dikenakan margin sebesar Rp. 240.000.000,- 
 Atas penawaran dari nasabah tersebut maka disepakati bahwa pembiayaan tersebut diusulkan dikenakan margin 






















Widya Budhi Dharma 
Account Officer 




MEMORANDUM BIAYA ADMINISTRASI 
 
Kepada  :  Komite Pembiayaan 
Dari  :  Account Officer 
Perihal  :  Analisis Penentuan Biaya Administrasi An Purwanto 
Alamat KTP :  Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
Alamat Tinggal : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo  
Plafond  : Rp. 400.000.000,- 
Jangka Waktu  : 60 bulan 
Tanggal : 16 Februari 2016 
 
Bersama ini kami sampaikan usulan pengenaan biaya administrasi pembiayaan bagi 
nasabah: 
 
NO KOMPONEN BIAYA KETENTUAN BIAYA MINIMAL 
1. Survey Tempat tinggal   Rp.    5000.000,oo 
2. Survey Tempat usaha   Rp.    200.000,oo 
3. Survey Agunan  Rp.    200.000,oo    - 
4. Analisa Kelayakan  Rp.    400.000,oo 
5. Analisa Taksasi SHM  Rp.    300.000,oo 
6. Subsidi Silang  Rp.  2.000.000,oo 
7. Biaya Maintenance  Rp.  2.000.000,oo 
Total Biaya Administrasi Rp. 5.600.000,oo  
Setara  1,4 % 
8. Biaya materai dan Cetakan  Rp.    76.000,oo 
9. Biaya Asuransi Bersyarat (medical check up) Rp.  
10. Pembukaan Tabungan  Rp.      25.000,oo 
11. Biaya Notaris (APHT) Nilai Pertanggungan s/d  Rp. 600.000.000,- Rp. 3.600.000,oo 
12. Biaya Notaris (Roya) Roya Kab. Sukoharjo Rp.    400.000,oo 
TOTAL  Rp. 4.101.000,oo 
Total Biaya Pembiayaan Rp. 9.701.000,oo 























Widya Budhi Dharma 
Account Officer 
 Contoh Nota Analisa Pembiayaan : 
 
Nota Analisa dan Keputusan Komite Pembiayaan 
I. Data Calon Nasabah 
Nama Nasabah  : Purwanto 
Alamat sesuai KTP  : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
Alamat Tinggal  : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
TTL / NIK   : Sukoharjo, 03-09-1978 
No. Telp.   : 081328693322 
Plafond   : Rp. 400.000.000,- 
Jangka Waktu  : 60 Bulan 
Tujuan Penggunaan : Tambahan pembelian tanah seharga Rp. 700.000.000,- 
Jenis Akad Pby.  : Al Murabahah bil Wakalah 
Tanggal Survey  : 16 Februari 2016 
 
II. Data Keluarga Dekat 
1. Nama Lengkap  : Rahayu Widyaningsih 
TTL / NIK  : Surakarta, 09-11-1979 
Alamat KTP  : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
Alamat tinggal   : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
Hubungan  : Istri Calon Nasabah 
 
2. Nama Lengkap  : Paryanto 
TTL / NIK  : - 
Alamat KTP  : - 
Alamat tinggal : Plumbon Rt 04 Rw 10 Mojolaban Sukoharjo 
Hubungan  : Adik Kandung Calon Nasabah 
No. Telp.  : 085100050401 
 
III. Data Usaha / Pekerjaan 
Jenis Usaha Masa usaha Kapasitas Hasil Usaha 
Salon/Cuci Mobil 8 Bulan Rp.   8.000.000,- 
Jasa angkutan (truck) 5 tahun Rp. 17.000.000,- 
Jual Beli Mobil 3 tahun Rp.   8.400.000,- 
Jasa Printing 2 tahun Rp.   6.500.000,- 
 
IV. Analisa Pemohon 
1. Karakter 
a. Pemohon pembiayaan adalah nasabah baru di PT. BPRS Central 
Syariah Utama, yang mana pemohon tersebut merupakan calon 
nasabah yang diperoleh dari referensi Bapak Joko Lelono (Kanitserse 
Polsek Serengan). 
b. Hubungan dengan bank lain: 
 Saat ini pemohon dan istri memiliki tanggungan di : 
Bank JTRUST dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 
5.077.777,- 
Bank Mandiri dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 
4.027.777,- 
Bank Mandiri dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 
4.027.777,- 
c. Pemohon memiliki usaha Jasa angkutan barang/pasir dengan armada 
truck berjumlah 3 unit sejak tahun 2010. Selain itu pemohon 
memiliki usaha jasa printing/ sablon sejak tahun 2014, usaha jual beli 
mobil sejak tahun 2013 dan juga usaha cucian/salon mobil sejak 
tahun 2015. Dan saat ini pemohon juga memulai merambah usaha 
jual beli property. 
d. Pemohon mengajukan pembiayaan sehubungan dengan rencana 
pemohon untuk tambahan pembelian sebidang tanah (SHM  05215) 
seharga Rp. 700.000.000,- dengan Dana Pribadi Rp. 300.000.000,- 
yang berlokasi  berdekatan dengan asset tanah/ tempat usaha yang 
dimiliki pemohon. Oleh karenanya pemohon mengajukan 
pembiayaan ke BPRS Central Syariah Utama sebesar Rp. 




Pemohon memiliki usaha Jasa angkutan pasir/barang dengan armada 
truck berjumlah 3 unit yang berjalan sejak tahun 2010 yang menghasilan 
pendapatan bersih per bulan sebesar Rp. 17.000.000,-. Pemohon juga 
memiliki usaha Jual beli mobil sejak tahun 2013 yang mana tiap bulan 
pemohon mampu melakukan transaksi rata-rata 2 unit dengan 
keuntungan sebesar Rp. 8.400.000,- per bulan. Selain itu pemohon juga 
memiliki usaha printing/ sablon sejak tahun 2014 dengan pendapatan per 
bulan sebesar Rp. 6.500.000,- dan Pemohon juga memiliki usaha 
Cuci/Salon Mobil sejak tahun 2015 dengan pendapatan per bulan sebesar 
Rp. 8.000.000,-. Sehingga dalam satu bulan, pemohon memperoleh total 
pendapatan usaha sebesar Rp. 39.900.000,- 
Sementara Istri Calon Nasabah adalah ibu rumah tangga yang dalam 
kesehariannya membantu mengelola usaha Pemohon tersebut. 
 
3. Capital 
Analisa Keuangan Keluarga Calon Nasabah 
Pendapatan : 
Usaha Cucian/ Salon mobil  : Rp.   8.000.000,- 
Usaha Jasa Angkutan (truck)  : Rp. 17.000.000,- 
Usaha Jual Beli Mobil   : Rp.   8.400.000,- 
Usaha Printing    : Rp.   6.500.000,- 
  Total Pendapatan    : Rp. 39.900.000,- 
 
Pengeluaran : 
Kebutuhan Rumah Tangga : Rp.   1.500.000,- 
Pendidikan Anak   : Rp.      500.000,- 
Biaya Transportasi   : Rp.      400.000,- 
Biaya Listrik    : Rp.      500.000,- 
Biaya Telepon/Pulsa   : Rp.      400.000,- 
Angsuran    : Rp. 13.133.331,- 
Biaya lain-lain   : Rp.   1.000.000,- 
 Total Pengeluaran    : Rp. 17.433.331,- 
 
 Sisa Pendapatan   : Rp. 22.466.669,- 
Tingkat RPC Pemohon adalah Rp. 22.466.669,- x 60% = Rp. 
13.480.001,- 
 
4. Jaminan / Agunan 




Rp. 1.700.000,- x 437 M2 = Rp. 742.900.000,- 
Nilai Lukidasi 
Rp. 742.900.000,- x 80%  = Rp. 594.320.000,- 
Nilai BPRS CSU 
Rp. 594.320.000,- x 80%  = Rp. 475.456.000,- 
Rasio Jaminan terhadap Pokok Pembiayaan 
Rp. 594.320.000,-  x 100% = 149% 
Rp. 400.000.000,- 
SHM No. 05215   
Surat Ukur tertanggal 
08/12/2014 
No. 01037/Wirun/2014 
Luas : 437 M2 
An. Rororus Ambarwati 
 
 
5. Kondisi Usaha & Kebutuhan Pembiayaan 
Pemohon saat ini memiliki dan menjalankan beberapa usaha 
sekaligus yaitu; jasa angkutan barang/pasir dengan menggunakan 
armada truck 3 unit, jasa printing/sablon, jual beli mobil dan 
cucian/salon mobil. Usaha tersebut dirintis dan sampai saat ini 
masih berjalan dengan baik dan menghasilkan pendapatan per 
bulan sebesar Rp. 39.900.000,-. 
Selain itu, pemohon saat ini merintis usaha jual beli property. 
Sesuai dengan rencana dari pemohon, pembiayaan sebesar Rp. 
400.000.000,- diberikan untuk pelunasan atas pembelian sebidang 
tanah SHM yang berlokasi berdekatan dengan asset usaha dan 
rumah tinggal pemohon, dengan skeme pengembalian diangsur 
setiap bulan selama 60 bulan melalui akad Hawalah. 
 
 V. Pengusulan Pemberian Pembiayaan 
Berdasarkan analisa diatas, dengan ini komite pembiayaan 
mengusulkan untuk disetujui dan diputuskan permohonan pembiayaan 
tersebut dengan syaratt sebagai berikut ; 
 
Nama Nasabah : Purwanto 
Rahayu Widyaningsih (Istri Nasabah) 
Alamat KTP : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
Alamat tinggal : Bulak Rt 01 Rw 08 Plumbon Mojolaban Sukoharjo 
Plafond : Rp. 400.000.000,- dengan porsi 
 BPRS Central Syariah Utama = Rp. 
200.000.000,- 
 BPRS Cahaya Hidup                = Rp. 
200.000.000,- 
  
Margin : Rp. 336.000.000,- dengan porsi 
 BPRS Central Syariah Utama = Rp. 
168.000.000,- 
 BPRS Cahaya Hidup                = Rp. 
168.000.000,- 
  
Harga Jual : Rp. 736.000.000,- dengan porsi 
BPRS Central Syariah Utama = Rp. 368.000.000,- 
BPRS Cahaya Hidup                = Rp. 368.000.000,- 
Jangka Waktu : 60 Bulan 
Sistem 
Pembayaran 
: Angsuran etiap bulan sebesar Rp. 12.266.666,- 
dengan porsi 
 BPRS Central Syariah Utama = Rp. 
6.133.333,- 




: Al Murabahah bi Wakalah 
Tujuan : Tambahan biaya pembelian sebidang tanah sebesar 
Rp. 400.000.000,- dengan dana pribadi Rp. 
300.000.000,- dari harga pembelian tanah Rp. 
700.000.000,- 
 
Jenis Jaminan : SHM No. 05215 Luas 437 M2 an. Rororus 
Ambarwati 
 
Jenis Pengikatan : APHT dengan nilai pertanggungan Rp. 600.000.000,- 
 Biaya 
Administrasi 
: Rp. 5.600.000,- (setara 1.4%) 
 BPRS Central Syariah Utama = Rp. 
3.360.000,- 




: Rp. 76.000,- 
Asuransi : Rp. 
Notaris : Rp. 
Syarat lain :  Menandatangani akad Murabahah bil Wakalah 
dan pengikatan jaminan di depan notaris yang 
ditunjuk oleh BPRS Central Syariah Utama 
bersama dengan Istri ( Ny. Rahayu 
Widyaningsih) 
 Membuka rekening tabungan di BPRS Central 
Syariah Utama 
   
























































 Contoh Hitungan Angsuran Pembiayaan : 
 
Jadwal Angsuran Pembiayaan 
PT. BPRS Central Syariah Utama 
     
     Nama nasabah Purwanto Al Murabahah bil Wakalah 
Plafond 
 
               
200.000.000  








         
368.000.000,00  
  
     Angs. 
Ke- 
Pokok Margin Jumlah Sisa pokok 
1 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 196.666.666,67 
2 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 193.333.333,33 
3 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 190.000.000,00 
4 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 186.666.666,67 
5 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 183.333.333,33 
6 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 180.000.000,00 
7 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 176.666.666,67 
8 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 173.333.333,33 
9 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 170.000.000,00 
10 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 166.666.666,67 
11 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 163.333.333,33 
12 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 160.000.000,00 
13 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 156.666.666,67 
14 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 153.333.333,33 
15 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 150.000.000,00 
16 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 146.666.666,67 
17 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 143.333.333,33 
18 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 140.000.000,00 
19 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 136.666.666,67 
20 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 133.333.333,33 
21 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 130.000.000,00 
22 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 126.666.666,67 
23 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 123.333.333,33 
24 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 120.000.000,00 
25 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 116.666.666,67 
26 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 113.333.333,33 
 27 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 110.000.000,00 
28 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 106.666.666,67 
29 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 103.333.333,33 
30 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 100.000.000,00 
31 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 96.666.666,67 
32 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 93.333.333,33 
33 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 90.000.000,00 
34 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 86.666.666,67 
35 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 83.333.333,33 
36 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 80.000.000,00 
37 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 76.666.666,67 
38 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 73.333.333,33 
39 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 70.000.000,00 
40 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 66.666.666,67 
41 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 63.333.333,33 
42 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 60.000.000,00 
43 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 56.666.666,67 
44 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 53.333.333,33 
45 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 50.000.000,00 
46 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 46.666.666,67 
47 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 43.333.333,33 
48 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 40.000.000,00 
49 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 36.666.666,67 
50 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 33.333.333,33 
51 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 30.000.000,00 
52 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 26.666.666,67 
53 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 23.333.333,33 
54 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 20.000.000,00 
55 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 16.666.666,67 
56 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 13.333.333,33 
57 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 10.000.000,00 
58 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 6.666.666,67 
59 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 3.333.333,33 
60 3.333.333,33 2.800.000,00 6.133.333,33 (0,00) 






 Contoh Perjanjian Kerjasama : 
 
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN 
NO. 008/BPRS-CSU/KJSM/III/2016 
Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Enam 
Belas (10-03-106), telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan 
antara : KHOTIM ZAINI ASSHIDDIQ, bertindak dalam jabatannya selaku 
Direktur Utama PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta, dari dan oleh 
karenanya bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta berkedudukan di Jl. Hasanudin No. 109B, Srambatan, 
Surakarta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.  
LILIS ERWIYATI , bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. 
BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta, dari dan oleh karenanya bertindak mewakili 
untuk dan atas nama PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta berkedudukan di Jl. 
Ruko Godean Permai Kav 2 KM 4,5 Kajor, Nogotirto, Yogyakarta , selanjutnya 
dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
Terlebih dahulu Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya dapat disebut 
PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut :  
Bahwa Pihak Pertama memiliki nasabah potensial yang membutuhkan fasilitas 
pembiayaan untuk tambahan pembelian sebidang tanah, yang untuk memfasilitasi 
pembiayaan tersebut membutuhkan mitra bank syariah lainnya. 
Bahwa subjek dan objek pembiayaan yang diajukan oleh Pihak Pertama tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah dan undang-undang serta memiliki prospek 
dan resiko yang aman. 
a. Bahwa nasabah Pihak Pertama sudah dikenali secara baik dari segi Akhlak, 
Kredibilitas dan Usahanya.  
b. Bahwa Pihak Kedua bersedia bermitra untuk memberikan pembiayaan yang 
diajukan oleh nasabah Pihak Pertama dan karenanya Pihak Pertama bertindak 
sebagai Kuasa dari Pihak Kedua. 
 c. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK telah saling setuju 
dan bersepakat untuk saling membuat suatu perjanjian kerjasama penyaluran 
dana dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :  
Pasal 1 
Pengertian 
Yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama penyaluran dana pembiayaan dalam 
perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama antara PT. BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta dengan PT. BPRS Cahaya Hidup untuk secara bersama 
memberikan pembiayaan untuk kegunaan tambahan pembelian sebidang tanah 
dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 05215 an. Rororus Ambarwati dengan 
Luas 437 M2. 
Pasal 2 
Tujuan Perjanjian Pembiayaan 
Memfasilitasi pembiayaan kepada saudara Purwanto yang beralamat di Bulak Rt 
01 Rw 08 Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo, secara bersama-sama antara PT. 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta dengan PT. BPRS Cahaya Hidup 
Yogyakarta yang selanjutnya disebut nasabah (para pihak).  
Pasal 3 
Pokok Perjanjian 
1. Perjanjian ini merupakan penggabungan modal antara para pihak yang 
ditujukan untuk membiayai  nasabah Pihak Pertama selanjutnya sebagai 
nasabah (para pihak) penerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 
400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan proporsi penyertaan 
modal masing-masing sebagai berikut :  
a. Pihak Pertama, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) 
b. Pihak Kedua, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah ) 
c. Penggabungan modal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tersebut, 
selanjutnya akan disalurkan untuk pembiayaan Ijarah kepada nasabah , 
yang teknis pengikatannya akan dilakukan oleh Pihak Pertama dan 
bertempat dikantor Pihak Pertama. 
 Pasal 4 
Margin serta Tata cara Pembayaran 
1. Margin yang akan diterima para pihak atas penyaluran fasilitas pembiayaan 
Al Murabahah bil Wakalah ini adalah untuk Pihak Pertama, PT. BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta sebesar  Rp. 168.000.000,- (Seratus 
Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Pihak Kedua PT. BPRS Cahaya 
Hidup Yogyakarta sebesar Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh 
Delapan Juta Rupiah selama 60 (enam puluh enam) bulan.  
2. Jadwal pembayaran yang dilakukan oleh nasabah menjadi acuan atau 
pedoman untuk para pihak. 
3. Tata cara pembayaran Pokok dan Margin pembiayaan sesuai dengan jadwal 
dan jumlah yang dibayarkan nasabah berdasarkan Surat Sanggup (Promise) 
yang tercantum dalam lampiran perjanjian antara Bank dengan nasabah. 
Pasal 5 
Pengelolaan Administrasi 
1. Bahwa pengelolaan administrasi pembiayaan dialakukan oleh pihak pertama 
sebagai Bank Leader, termasuk didalamnya melakukan pemantauan kondisi 
nasabah 
2. Berkaitan dengan tanggungjawab tersebut sebagaimana ayat (1) diatas maka 
Pihak Pertama memperoleh tambahan biaya administrasi sebesar Rp. 
1.120.000,- (Satu Juta Seratus Duapuluh Ribu Rupiah) 
3. Pendapatan biaya/jasa administrasi yang dibagi kepada para pihak 
berdasarkan porsi penyertaan modal / dana  yaitu untuk Pihak Pertama PT. 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta sebesar Rp. 2.240.000,- (Dua 
Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Pihak Kedua PT. BPRS 
Cahaya Hidup Yogyakarta sebesar Rp. 2.240.000,- (Dua Juta Dua Ratus 
Empat Puluh Ribu Rupiah). 
 
 
 Pasal 6 
Jangka Waktu 
Kerjasama penyaluran dana pembiayaan ini dibuat untuk jangka waktu 60 (enam 
puluh enam) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 10 Maret  2016 
sampai dengan tanggal 10 Maret 2021. 
Pasal 7 
Hak dan Kewajiban para Pihak 
1. Pihak Pertama berkewajiban :  
a. Melakukan penelitian dan analisa kelayakan usaha calon nasabah secara 
standar perbankan. 
b. Membuat proposal dan rekomendasi kelayakan pembiayaan dari analisa 
pengajuan pembiayaan calon nasabah 
c. Menyerahkan modal penyertaan sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus 
Juta Rupiah). 
d. Melaksanakan teknis penyaluran dana kepada nasabah, melakukan 
pengikatan akad Murabahah bil Wakalah, Pengikatan jaminan dan hal-
hal yang lainnya yang lazim diberlakukan dalam realisasi penyaluran 
dana pembiayaan 
e. Menatausahakan pembiayaan secara professional dari dana Murabahah. 
f. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang terkait dengan 
pembiayaan dan jaminan 
g. Melakukan pemantauan atas penyaluran dana yang dilaksanakan 
2. Pihak Kedua berkewajiban : 
a. Meneliti ulang (verifikasi, konfirmasi, klarifikasi) atas proposal 
kelayakan pengajuan pembiayaan milik nasabah yang telah dibuat Pihak 
Pertama.  
b. Menyerahkan modal penyertaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus 
Juta Rupiah). 
c. Bersama dengan Pihak Pertama jika diperlukan bisa melakukan 
pemantauan pembiayaan. 
  
 3. Hak Pihak Pertama ; 
a. Menerima pembayaran angsuran pokok dan margin pembiayaan sesuai 
dengan jadwal dan jumlah yang dibayarkan nasabah berdasarkan pada 
kartu angsuran setiap bulannya.  
b. Menerima jasa administrasi dan pengolahan data yang dibayarkan oleh 
nasabah pihak Pertama.  
4. Hak Pihak Kedua ; 
a. Menerima salinan akad penyaluran dana pembiayaan yang dibuat oleh 
Pihak Pertama dengan Nasabah.  
b. Melihat dan meneliti lokasi keberadaan jaminan (agunan) berada 
c. Menerima pembayaran pokok dan bagi hasil pembiayaan secara 
proporsional sesuai dengan jadwal dan jumlah yang dibayarkan nasabah 
berdasarkan pada kewajiban angsuran setiap bulannya 
d. Menerima jasa administrasi dan pengolahan data yang dibayarkan oleh 
nasabah pihak Pertama.  
Pasal 8 
Pembiayaan Bermasalah 
1. Apabila Pembiayaan Murabahah yang dilakukan antara Pihak Pertama 
dengan nasabah menjadi bermasalah (timbul permasalahan), maka untuk 
penyelesaiannya dilakukan oleh Pihak Pertama dan jika diperlukan akan 
dibantu oleh Pihak Kedua.  
2. Resiko yang timbul akibat kelalaian nasabah dalam pembayaran angsuran 
setiap bulannya akan dikenakan ta‟widh atau denda, maka pembagian denda 
tersebut akan dilakukan secara proporsional antara Para Pihak. 
3. Jika penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sampai pada tindakan 
eksekusi jaminan (agunan), maka hasil dari penjualan asset yang menjadi 
jaminan (agunan) yang ada akan dibayarkan secara proporsional sehingga 
lunas seluruh hak pembayaran Para Pihak. 
 
 
 Pasal 9 
Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan 
1. Pihak Pertama untuk tujuan pengendalian pembiayaan harus melakukan 
pemantauan, pencatatan dan pelaporan secara periodik sehingga dapat 
dideteksi perkembangan dan atau permasalahan pembiayaan.  
2. Hasil pemantauan yang mengarah pada keadaan yang berpotensi dan 
cenderung menuju terjadi masalah maka harus dicatat dan disampaikan 
kepada Pihak Kedua . 
Pasal 10 
Jaminan 
Jaminan yang diberikan oleh Nasabah merupakan jaminan milik Para Pihak.  
Pasal 11 
Hukum Yang Mengatur 
Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 
di wilayah hukum/ Negara Indonesia.  
Pasal 12 
Ketentuan Tambahan 
Hal-hal yang tidak diatur dan termuat dalam surat perjanjian ini akan diatur 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedalam surat/ akta yang merupakan 
satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. 
Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal 
sebagaimana ditetapkan diatas. 
Surakarta, 10 Maret 2016 
Pihak Pertama 







KHOTIM ZAINI ASHIDDIQ 
DIREKTUR UTAMA 
Pihak Kedua 























Kepada Yth.  
Sdr. Purwanto 
Bulak Rt 01 Rw 08, Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo 
 
Perihal : Surat  Persetujuan Pembiayaan 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi wa barakatuh 
Sehubungan dengan permohonan fasilitas pembiayaan Saudara, dengan ini 
disampaikan bahwa kami menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan 
persyaratan sebagai berikut : 
I. Fasilitas Pembiayaan 
- Tujuan Pembiayaan  : Al Murabahah bil Wakalah (Tambahan Pembelian 
sebidang tanah SHM No. 05215 an. Rororus Ambarwati sebesar  
Rp. 400.000.000,- dengan dana pribadi Rp. 300.000.000,- dari nilai 
pembelian Rp. 700 juta) 
- Plafond Pembiayaan : Rp. 400.000.000,-  
- Margin   : Rp. 336.720.000,-  
- Kewajiban yang diangsur : Rp. 736.000.000,- 
- Jangka Waktu    : 60 Bulan 
- Angsuran per bulan  : Rp. 12.266.666,- 
- Pengikatan Pembiayaan : Murabahah bil Wakalah 
- Pengikatan Jaminan  : Notariil (APHT) 
Biaya-biaya 
- Administrasi : Rp. 5.600.000,- 
- Notaris – PPAT  : Rp.  ,- (menyesuaikan tariff Notaris-PPAT yang 
ditunjuk Bank) 
- Asuransi Jiwa  : Rp.  ,- (optional / tidak mengikat) 
- Pembukaan Tab. : Rp.      25.000,-  
 
Lain-lain  : Sesuai dengan kebijakan BPRS Central Syariah 
Utama. 
BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA 
Profesional, Amanah, Menuai Barokah 
 
 II. Jaminan Pembiayaan 
SHM No. 05215 Luas 437 M2 an. Rororus Ambarwati (Diproses AJB dan 
Balik Nama ke Nasabah). 
 
III. Persyaratan Pembiayaan 
 
Affirmasi : 
1. Nasabah menandatangani Akad Pembiayaan bersama Istrinya (Ny. 
Rahayu Widyaningsih). 
2. Biaya yang timbul atas pemberian fasilitas pembiayaan menjadi beban 
Nasabah dan wajib dibayar dimuka; 
3. Nasabah diharapkan untuk mempunyai saldo tabungan minimal 1x 
angsuran; 
4. Nasabah sanggup membayar angsuran pembiayaan setiap tanggal 
ditandatanganinya akad pembiayaan, dan bersedia membayar sendiri 
angsuran ke bank/transfer tanpa harus pick up oleh petugas bank; 
5. Nasabah yang bersangkutan akan dikutsertakan dalam asuransi jiwa, 
dan apabila nasabah keberatan dengan asuransi maka wajib membuat 
Surat Pernyataan yang menjamin kelancaran angsuran dan pelunasan 
pembiayaan jika terjadi resiko kematian pada diri nasabah. 
6. Nasabah sanggup mengikuti dan memenuhi semua peraturan dan 
ketentuan yang berlaku di BPRS Central Syariah Utama. 
7. Nasabah wajib terlebih dulu membuka rekening tabungan di BPRS 
Central Syariah Utama. 
8. Nasabah wajib melakukan aktifitas keuangan di BPRS Central 
Syariah Utama. 
9. Nasabah diwajibkan memberikan surat kuasa menjual agunan 
10. Nasabah diwajibkan memberikan surat kuasa debet rekening tabungan 
untuk keperluan mengangsur pembiayaan. 
  
 Negasi : 
1. Fasilitas Pembiayaan Murabahah bil Wakalah  ini tidak boleh 
dipergunakan selain untuk tambahan pembelian sebidang tanah seperti 
yang dimaksud, apabila terjadi penyimpangan maka Nasabah harus 
segera melunasi fasilitas Murabahah bil Wakalah ini. 
2. Nasabah tidak boleh terlambat mengangsur, bila sampai dengan akhir 
bulan berjalan Nasabah belum membayar angsuran, maka dikenakan 
biaya keterlambatan angsuran yang besarnya 0,005 x jumlah angsuran 
tertunggak perhari yang akan disetorkan ke rekening ZIS sebagai dana 
Infaq dan Shadaqah. Pembebanan biaya keterlambatan angsuran 
tersebut dimulai sejak tanggal jatuh tempo angsuran sampai 
pembayaran. 
3. Pencairan fasilitas pembiayaan tidak dapat dilakukan kecuali setelah 
semua ketentuan dan persyaratan pembiayaan dipenuhi. 
4. BPRS Central Syariah Utama berhak melakukan pemeriksaan 
keuangan sewaktu-waktu (jika diperlukan) pengecekan jaminan yang 
diberikan. 
5. Atas persetujuan pembiayaan ini, nasabah dilarang untuk memberikan 
sesuatu imbalan/hadiah/apapun bentuknya kepada karyawan/ti dan 
pejabat BPRS Central Syariah Utama  di semua tingkatan. 
 
Jika Saudara setuju dengan ketentuan dan persyaratan tersebut diatas, kami harap 
Saudara bersedia menandatangani surat ini sebagai tanda persetujuan. Surat ini 
merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan akad yang akan ditanda 
tangani pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2016. Demikian, terimakasih atas 
kerjasamanya. Jazakumullahu khairan katsiron. 
 
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 
 
 


























 Contoh Laporan Kegiatan Harian / Daily Collection Activity Report : 
 
Nama : Purwanto No.Akad :         
Alamat 
Rumah : 





SHM No. 05215 an. Rororus 
Ambarwati 
      
  
  
      
  
  

























Plumbon Rt 04 Rw 10 
Mojolaban   
No.Telp 
 
081 3286 93322 
     
  
HP : 081 3286 93322 HP : 0851 0005 0401       
         
         MONITORING NASABAH 
DAILY COLLECTION ACTIVITY REPORT (DCAR) 


































    
  
         
         
           
  
  













































    
  







          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  
  
       
  PT. BPRS Central Syariah Utama Petugas Lapangan 
  Mengetahui AO 
          
  
 
      
  (…………….……...…) ( …………………….) 
 
 
 Foto Jaminan Nasabah BPRS Central Syariah Utama Surakarta a/n Purwanto 
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Yanuar Nur Aqsa 
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